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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Prov.
SULTRA Satu Pintu Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025. LKjIP DPMPTSP Prov. SULTRA Tahun 2025 merupakan
bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan
penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan dalam
konteks penyesuaian kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah yang
menuntut peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja
publik guna mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi
Tenggara. Meskipun demikian DPMPTSP Prov. SULTRA tetap
mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah

diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan
indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini
dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih
berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di

masa mendatang.
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan
lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat
daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun
dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (LKjIP).



1.2

Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang
dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian
kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah
ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat
daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan
dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi

Tenggara:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6
Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.

Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;



c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubemur terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi
dan tatakerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. Berikut bagan struktur
organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara
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1.2.2 Anggaran
Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran
yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. Berikut adalah
Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber Tahun Jumlah
(1) (2) (3)
APBD Tahun 2025 Rp 10.505.869.932,00
APBD Tahun 2024 Rp 14.000.130.152,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

1.3 Dasar Hukum
Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara ini disusun

berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.



1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah:

BAB I

BAB II

BAB III
3.1

3.2

BAB IV

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi
berfokus pada aspek strategis organisasi dan
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi.

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan.
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian  kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi
disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas
capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Perjanjian Kinerja.

Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah Terwujudnya iklim investasi yang
kompetitif. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan
dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat

Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

o Tujuan Sacaran Indikator Target Kinerja Pada Tahun
Kinerja 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

(1) (2) 3) (4) () (6) (7) (8) 9
1.2. | Meningk 1. Meningkat Persentase 20.18 20.18 20.18 20.18 20.18
5 atnya 2. nya Peningkatan

produkti 1. Produktivit | Investasi /

vitas 1 as Pembentukan

ekonomi Ekonomi Modal Tetap

sektor Sektor Bruto (PMTB)

unggulan Unggulan

daerah Daerah

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.

Sulawesi Tenggara Periode 2025 - 2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n



No Tujuan/ | Indikator Satua | Penjelasan
Sasaran | Kinerja n Definisi Operasional Formulasi/ Sumber
Strategi Rumus Data
s Perhitungan
(1) 1) (3) (4) (5) (6) (7)
1.2. Meningk 1. | Persentase | Persen Pembentukan Modal Tetap Rata-rata Badan
5 atnya 2. | Pembentuk Bruto (PMTB) adalah ukuran | persentase Pusat
produktiv | 5 an Modal yang menunjukkan tingkat kenaikan Statistik
itas #. | Tetap pertumbuhan nilai investasi PMTB 2020- (BPS) —
ekonomi 6 Bruto fisik di suatu wilayah dalam 2024= (DPMPTS
sektor (PMTB) satu periode dibandingkan 9,68+7,28+6,8 P) —
unggulan tahun sebelumnya, meliputi 4+0,21 / 4 =
daerah pembangunan gedung, 6,00% Bappeda
mesin, peralatan, atau
kendaraan, dan aset tetap PMTB tahun BPKAD
lainnya yang digunakan berikutnya=PM | —
untuk kegiatan produksi. TB tahun
Peningkatan persentase sebelumnyax(1
PMTB mencerminkan +6,00%)
naiknya aktivitas investasi
dan kapasitas ekonomi
daerah,
1.2. 1. | Pertumbuh | Persen Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Badan
5 2. | an PDRB Lapangan Usaha Pertanian, PDRB = Pusat
5 LU Kehutanan, dan Perikanan Statistik
#. | Pertanian, di Sulawesi Tenggara adalah (PDRB (BPS)
1 Kehutanan persentase kenaikan atau sekarang
dan penurunan nilai tambah — PDRB
Perikanan yang dihasilkan oleh sektor sebelumnya)/
pertanian, kehutanan, dan PDRB
perikanan di Provinsi sebelumnya
Sulawesi Tenggara dari satu kali 100%
periode ke periode
berikutnya
1.2. 1. | Pertumbuh | Persen Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Badan
5 2. | an PDRB Lapangan Usaha PDRB = Pusat
5 LU Pertambangan dan Statistik
#. | Pertamban Penggalian di Sulawesi (PDRB (BPS)
2 gan dan Tenggara adalah persentase sekarang
Penggalian kenaikan atau penurunan - PDRB
nilai tambah yang dihasilkan | sebelumnya)/
oleh sektor Pertambangan PDRB
dan Penggalian di Provinsi sebelumnya
Sulawesi Tenggara dari satu kali 100%




No Tujuan/ | Indikator Satua | Penjelasan
Sasaran | Kinerja n Definisi Operasional Formulasi/ Sumber
Strategi Rumus Data
s Perhitungan
(1) 1) (3) (4) (5) (6) (7)
periode ke periode
berikutnya
1.2. 1. | Pertumbuh | Persen Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Badan
5 2. | an PDRB Lapangan Usaha Industri PDRB = Pusat
) LU Industri Pengolahan di Sulawesi Statistik
(PDRB
#. | Pengolaha Tenggara adalah persentase (BPS)
. sekarang
3 n kenaikan atau penurunan
nilai tambah yang dihasilkan | — PDRB
oleh sektor Industri sebelumnya)/
Pengolahan di Provinsi PDRB
Sulawesi Tenggara dari satu sebelumnya
periode ke periode kali 100%
berikutnya
1.2. 1. | Pertumbuh | Persen Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Badan
5 2. | an PDRB Lapangan Usaha Akomodasi PDRB = Pusat
5 LU dan Makan Minum di Statistik
_ _ (PDRB
#. | Akomodasi Sulawesi Tenggara adalah (BPS)
X sekarang
4 dan Makan persentase kenaikan atau
Minum penurunan nilai tambah - PDRB
yang dihasilkan oleh sektor sebelumnya)/
Akomodasi dan Makan PDRB
Minum di Provinsi Sulawesi sebelumnya
Tenggara dari satu periode kali 100%
ke periode berikutnya
1.2. 1. | Pertumbuh | Persen Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Badan
S 2. | an PDRB Lapangan Usaha PDRB = Pusat
5 LU Perdagangan di Sulawesi Statistik
(PDRB
#. | Perdagang Tenggara adalah persentase (BPS)
. sekarang
5 an kenaikan atau penurunan
nilai tambah yang dihasilkan | - PDRB
oleh sektor Perdagangan di sebelumnya)/
Provinsi Sulawesi Tenggara PDRB
dari satu periode ke periode sebelumnya
berikutnya kali 100%
1.2. Meningk 1. | Persentase | Persen Persentase Peningkatan %Peningkatan Badan
5.1 atnya 2. | Peningkata Investasi PMA dan PMDN = (Realisasi Koordina




No Tujuan/ | Indikator Satua | Penjelasan
Sasaran | Kinerja n Definisi Operasional Formulasi/ Sumber
Strategi Rumus Data
s Perhitungan
(1) | (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Produktiv | 5. | n investasi adalah ukuran yang Investasi Tahun | si
itas 1 PMA dan menunjukkan seberapa n - Realisasi Penanam
Ekonomi # PMDN besar kenaikan atau Investasi Tahun | an Modal
Sektor 0. penurunan nilai investasi n-1)/( Realisasi | (BKPM)
Unggulan | 1 dari Penanaman Modal Asing | Investasi Tahun | atau kini
Daerah (PMA) dan Penanaman n-1) x 100% disebut
Modal Dalam Negeri (PMDN) Kementer
pada periode tertentu ian
dibandingkan dengan Investasi
periode sebelumnya. /BKPM
1.3. Terwujud 1. Nilai AKIP Nilai Nilai AKIP (Akuntabilitas Nilai AKIP= LHE
3 nya 3. Kinerja Instansi Pemerintah) Nilai Kemen
transfor 3 adalah skor atau hasil Perencanaan PANRB
masi tata | #. evaluasi yang diberikan Kinerja + Nilai
kelola 1 kepada instansi pemerintah Pengukuran
pemerint atas tingkat penerapan Kinerja + Nilai
ahan Sistem Akuntabilitas Kinerja | Pelaporan
yang Instansi Pemerintah (SAKIP), | Kinerja + Nilai
adaptif, yang mencerminkan kualitas | Evaluasi
akuntabe perencanaan, pengukuran, Internal + Nilai
l dan pelaporan, evaluasi, dan Capaian
berintegri capaian kinerja organisasi. Kinerja
tas
1.3. 1. | Indeks Nilai Indeks Pelayanan Publik IPP = LHE
3 3. | Pelayanan (IPP) adalah ukuran Y((Nilai Aspekx | Kemen
3 Publik kuantitatif yang digunakan Bobot Aspek) PANRB
#. untuk menilai tingkat
2 kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik pada suatu
instansi pemerintah
berdasarkan pemenuhan
standar pelayanan, sarana
prasarana, kompetensi
pelaksana, serta sistem
pengelolaan pengaduan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025




2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan
oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana
Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.2.5 | Meningkatnya 1.2. | Meningkatnya | Persentase Peningkatan | Persen 20.18
produktivitas 1.1 g . . o .. .
. iklim investasi | Nilai Realisasi Investasi
ekonomi sektor
unggulan daerah yang kOIlduSlf PMA/PMDN

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna
untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak
terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025

adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Indikator
No Sasaran Strategis . . Target
Kinerja
(1) (2) (3) (4)
Persentase Peningkatan
1o Terwujudnya iklim investasi yang Investasi / Pembentukan 6
- kompetitif Modal Tetap Bruto
(PMTB)
Pertumbuhan PDRB LU
Meningkatnya produktivitas ekonomi
1.2.5 Pertanian, Kehutanan 4.04
sektor unggulan daerah
dan Perikanan
Pertumbuhan PDRB LU
Meningkatnya produktivitas ekonomi
1.2.5 Pertambangan dan 6.55
sektor unggulan daerah
Penggalian
los Meningkatnya produktivitas ekonomi Pertumbuhan PDRB LU 13.63
o sektor unggulan daerah Industri Pengolahan '
Pertumbuhan PDRB LU
Meningkatnya produktivitas ekonomi
1.2.5 Akomodasi dan Makan 4.45
sektor unggulan daerah .
Minum
1os Meningkatnya produktivitas ekonomi Pertumbuhan PDRB LU 39
- sektor unggulan daerah Perdagangan ’
1251 Meningkatnya iklim investasi PMA dan Persentase Peningkatan 2018
o PMDN investasi PMA dan PMDN '
Terwujudnya transformasi tata kelola
1.3.3 pemerintahan yang adaptif, akuntabel Nilai AKIP 89.8
dan berintegritas
Terwujudnya transformasi tata kelola
1.3.3 pemerintahan yang adaptif, akuntabel Indeks Pelayanan Publik 3.57
dan berintegritas

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan,
dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja
dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi

Tenggara:
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Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

Tahun 2025
Program/ Kegiatan/
No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.5 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Pelayanan Penunjang 81.58
1.1 URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah
DAERAH PROVINSI Provinsi
1.2.5 Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan 14
1.1, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran dan Evaluasi
1 Daerah Kinerja Perangkat Daerah
1.2.5 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi 37
(1.1 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
1
1.2.5 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 5
(1.1 Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.1
1.2.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima 113
1.1, ASN Gaji dan Tunjangan ASN
1.1
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 3
1.1 Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1.2 Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
1.2.5 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 12
(1.1 Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi
1.2 Pelaksanaan Tugas ASN
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 0
1.1 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1.3 Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 1
(1.1 Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD dan Laporan
1.3 Tahun SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian 6
(1.1 Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
1.4 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan Hasil




Program/ Kegiatan/

No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan 0
1.1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan
1.4 Tindak Lanjut Pemeriksaan
1.2.5 Pelaksanaan Pengumpulan Jumlah Data Statistik Sektoral 0
1.1 Data Statistik Sektoral Daerah Daerah yang Telah
1.5 Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 12
1.1, Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/
1.5 Triwulanan/Semesteran SKPD Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD
1.2.5 Sinkronisasi dan Harmonisasi Jumlah Berita Acara Hasil 0
1.1, Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi dan Harmonisasi
1.6 Rangka Mendukung Target Pusat dan Daerah dalam Rangka
Pembangunan Nasional melalui Mendukung Target
Koordinasi Teknis Pembangunan Nasional melalui
Pembangunan Koordinasi Teknis
Pembangunan
1.2.5 Koordinasi Peningkatan Jumlah Subtansi Koordinasi 0
(1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi
1.7 Penyelenggaraan Urusan Masyarakat dalam
Pemerintahan Daerah yang Penyelenggaraan Urusan
Diampu Pemerintahan Daerah yang
Diampu
1.2.5 Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Administrasi 1
(1.1 Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada
2 Perangkat Daerah
1.2.5 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan 1
1.1 Kebutuhan Barang Milik Barang Milik Daerah SKPD
2.1 Daerah SKPD
1.2.5 Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi 1
(1.1 Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
3
1.2.5 Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan 0
1.1 Prasarana Disiplin Pegawai Sarana dan Prasarana Disiplin
3.1 Pegawai
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Program/ Kegiatan/

No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.5 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 0
1.1, Beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan
3.2 Kelengkapannya
1.2.5 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 0
1.1 Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi
3.3 Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan
1.2.5 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan S
1.1 Pegawai Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi yang
3.4 dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
1.2.5 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 0
1.1, Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan
3.5 PerundangUndangan
1.2.5 Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi 45
1.1 Daerah Umum Perangkat Daerah
4
1.2.5 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 1
1.1 Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
4.1 Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
1.2.5 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 2
1.1 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
4.2 Disediakan
1.2.5 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 0
(1.1 Tangga Tangga yang Disediakan
4.3
1.2.5 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 2
(1.1 Kantor Kantor yang Disediakan
4.4
1.2.5 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan 3
1.1, dan Penggandaan dan Penggandaan yang
4.5 Disediakan
1.2.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan 14
1.1 Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan
4.6 Undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
1.2.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12
1.1, Kunjungan Tamu

4.7




Program/ Kegiatan/

No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.5 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12
1.1, Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
4.8 SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.2.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan 0
1.1 Pemerintahan Berbasis Pelaksanaan Sistem
4.9 Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
1.2.5 Pengadaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengadaan 5
1.1, Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang
5 Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
1.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1
1.1, Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
5.1 Disediakan
1.2.5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 0
1.1, Disediakan
5.2
1.2.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan 8
1.1 Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan
5.3
1.2.5 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 1
(1.1 Prasarana Pendukung Gedung Prasarana Pendukung Gedung
5.4 Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
1.2.5 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen Penyediaan 9
1.1, Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
6 Pemerintah Daerah
1.2.5 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 2
1.1 Menyurat Jasa Surat Menyurat
6.1
1.2.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan 3
1.1 Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
6.2 Air dan Listrik yang Disediakan
1.2.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 4
1.1, Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.3 yang Disediakan
1.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pemeliharaan 3
(1.1 Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang
7 Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
1.2.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 15
(1.1 Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
7.1 Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan

Operasional atau Lapangan

Pajak dan Perizinannya
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Program/ Kegiatan/

No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.5 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 23
1.1, Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
7.2
1.2.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1
1.1 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
7.3 Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.2.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1
1.1 Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan
7.4 Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1.2.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 0
1.1, Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
7.5 Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1.2.5 PROGRAM PENGEMBANGAN Realisasi Total terhadap Target 20.18
1.2 IKLIM PENANAMAN MODAL Investasi
1.2.5 Penetapan Pemberian Jumlah Dokumen Penetapan 0
1.2, Fasilitas/Insentif dibidang Pemberian Fasilitas/Insentif
1 Penanaman Modal yang Dibidang Penanaman Modal
Menjadi Kewenangan Daerah yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Daerah Provinsi
1.2.5 Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah Peraturan 0
1.2, dalam Pemberian Daerah/Provinsi dalam
1.1 Fasilitas/Insentif dan Pemberian Fasilitas/Insentif
Kemudahan Penanaman Modal dan Kemudahan Penanaman
Modal
1.2.5 Fasilitasi Kemitraan yang Jumlah Kesepakatan Kemitraan 0
1.2, dilakukan oleh Pemerintah antara Usaha Besar
1.2 Provinsi (PMA/PMDN)
dengan UMKM di daerah
1.2.5 Rekomendasi Kebijakan Sektor Jumlah rekomendasi kebijakan 0
1.2, Usaha yang Regulasinya sektor usaha yang regulasinya
1.3 Diharmonisasi Terkait Perizinan diharmonisasi terkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Berusaha Berbasis Resiko
1.2.5 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Dokumen Peta Potensi 1
1.2, Investasi Provinsi Investasi Provinsi
2
1.2.5 Penyusunan Rencana Umum Jumlah Peraturan Daerah 1
1.2, Penanaman Modal Daerah (Perda) Rencana Umum
2.1 Provinsi




Program/ Kegiatan/

No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
Penanaman Modal Daerah
Provinsi
1.2.5 Pemutakhiran data potensi Jumlah daerah yang telah 0
1.2, investasi daerah pada Sistem dilaksanakan pemutakhiran
2.2 PIR (Potensi Investasi Regional) data potensi investasi
1.2.5 PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan Investor 19.71
.1.3 PENANAMAN MODAL yang Berinvestasi
1.2.5 Penyelenggaraan Promosi Jumlah Dokumen 5
.1.3. Penanaman Modal yang Penyelenggaraa n Promosi
1 Menjadi Kewenangan Daerah Penanaman Modal yang Menjadi
Provinsi Kewenangan Daerah Provinsi
1.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil 1
.1.3. Penanaman Modal Kewenangan Kegiatan Promosi Penanaman
1.1 Provinsi Modal Provinsi
1.2.5 Penyusunan Strategi Promosi Jumlah dokumen strategi 1
.1.3. Penanaman Modal Kewenangan Promosi Penanaman Modal
1.2 Provinsi Provinsi
1.2.5 PROGRAM PELAYANAN Persentase Pelaku Usaha yang 28.15
1.4 PENANAMAN MODAL Memperoleh Izin Sesuai
Ketentuan
1.2.5 Penanaman Modal yang Ruang Jumlah Dokumen Penanaman 3
.1.4. Lingkupnya Lintas Daerah Modal yang Ruang Lingkupnya
1 Kabupaten/Kota Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
1.2.5 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang 10
.1.4. Perizinan Berusaha melalui Mendapatkan Pelayanan
1.1 Sistem Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha melalui
Berbasis Risiko Terintegrasi Sistem Perizinan Berusaha
secara Elektronik Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik
1.2.5 Pemantauan, Analisis, Jumlah Kegiatan Usaha yang 100
.1.4. Evaluasi, dan Pelaporan di Mendapat Pemantauan, Analisis,
1.2 Bidang Perizinan Berusaha Evaluasi, dan Pelaporan di

Berbasis Risiko

Bidang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Lintas Daerah




Program/ Kegiatan/

No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.5 Penyediaan dan Pengelolaan Jumlah Pelaku usaha yang 40
.1.4. Layanan Konsultasi Perizinan Memperoleh Layanan Konsultasi
1.3 Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara elektronik
1.2.5 Penanaman Modal yang Jumlah Dokumen Penanaman 0
.1.4. Menurut Ketentuan Peraturan Modal yang Menurut Ketentuan
2 Perundangan-Undangan Peraturan Perundang-
Menjadi Kewenangan Daerah Undangan Menjadi Kewenangan
Provinsi Daerah Provinsi
1.2.5 Penyediaan dan pengelolaan Jumlah Pelaku Usaha yang 0
.1.4. Layanan Konsultasi Perizinan Memperoleh Layanan Konsultasi
2.1 Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik
1.2.5 Penyediaan Pelayanan Tersedianya Pelayanan Perizinan 0
.1.4. Perizinan Berusaha melalui Berusaha melalui Sistem
2.2 Sistem Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis
Berbasis Risiko Terintegrasi Risiko Terintegrasi secara
secara Elektronik Elektronik
1.2.5 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di 0
.1.4. Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha
2.3 Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah
Berbasis Risiko Provinsi bagi Kegiatan Usaha
dari Pelaku
Usaha
1.2.5 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Penyelesaian 100
.1.5 PELAKSANAAN PENANAMAN Permasalahan dan Hambatan
MODAL yang Dihadapi Pelaku Usaha
dalam Membuka Usaha
1.2.5 Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Realisasi Investasi 13.28
.1.5. Penanaman Modal yang PMA/PMDN
1 Menjadi Kewenangan Daerah

Provinsi




Program/ Kegiatan/
No. Indikator Kinerja Target
Sub Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.5 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari 50
.1.5. Pelaku Usaha yang Telah
1.1 Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan
Usaha dari Pelaku Dilakukan
Inspeksi Lapangan; serta
Dilakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan
Perizinan Berusaha
1.2.5 Penyelesaian Permasalahan dan Jumlah Penyelesaian 22
.1.5. Hambatan yang dihadapi Permasalahan dan Hambatan
1.2 Pelaku Usaha dalam yang dihadapi Pelaku Usaha
merealisasikan Kegiatan dalam merealisasikan Kegiatan
Usahanya Usahanya
1.2.5 Bimbingan Teknis kepada Jumlah Pelaku Usaha yang 0
.1.5. Pelaku Usaha Mengikuti Bimbingan Teknis/
1.3 Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
1.2.5 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pemanfaatan Data 0
.1.6 DATA DAN SISTEM INFORMASI dan Informasi Penanaman Modal
PENANAMAN MODAL
1.2.5 Urusan Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Urusan 0
.1.6. Informasi Perizinan dan Non Pengelolaan Data dan Informasi
1 Perizinan Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan
yang Terintegrasi pada Tingkat Penanaman Modal yang
Daerah Provinsi Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Provinsi
1.2.5 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi 0
.1.6. Pemanfaatan Data dan Perizinan Berbasis Sistem
1.1 Informasi Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha
Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik
Berusaha Terintegrasi secara yang Diolah, Dikaji
Elektronik dan Dimanfaatkan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi
Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan
untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
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Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja

untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Tinggi 91 <100

2 Tinggi 76 <90

3 Sedang 66 <75

4 Rendah 51 <65

5 Sangat Rendah < 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan
Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun

2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

Sasaran Indikator Capaian Sumber
No. Target | Realisasi Kategori
Strategis Kinerja % Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.2.5 Terwujudnya Persentase 6 5.79 96,50 Sangat Tingi Badan
iklim investasi Peningkatan Pusat
yang Investasi / Statistik
kompetitif Pembentukan (BPS)
Modal Tetap
Bruto (PMTB)
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan 4.04 3.74 92,57 Sangat Tingi BPS
produktivitas PDRB LU
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Sasaran Indikator Capaian Sumber
No. Target | Realisasi Kategori
Strategis Kinerja % Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
ekonomi Pertanian,
sektor Kehutanan
unggulan dan
daerah Perikanan
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan 6.55 6.37 97,25 Sangat Tingi BPS
produktivitas PDRB LU
ekonomi Pertambangan
sektor dan
unggulan Penggalian
daerah
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan 13.63 14.91 109,39 Sangat Tingi BPS
produktivitas PDRB LU
ekonomi Industri
sektor Pengolahan
unggulan
daerah
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan 4.45 13.42 301,57 Sangat Tingi BPS
produktivitas PDRB LU
ekonomi Akomodasi
sektor dan Makan
unggulan Minum
daerah
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan 3.9 6.36 163,08 Sangat Tingi BPS
produktivitas PDRB LU
ekonomi Perdagangan
sektor
unggulan
daerah
1.2.5 Meningkatnya Persentase 20.18 162.13 803,42 Sangat Tingi Badan
1 iklim investasi Peningkatan Koordinasi
PMA dan investasi PMA Penanaman
PMDN dan PMDN Modal
(BKPM)
atau kini
disebut
Kementeria
n
Investasi/B
KPM
1.3.3 Terwujudnya Nilai AKIP 89.8 70.05 78,01 Tinggi LHE Kemen
transformasi PANRB

tata kelola

pemerintahan
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Sasaran Indikator Capaian Sumber
No. Target | Realisasi Kategori
Strategis Kinerja % Data

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

yang adaptif,

akuntabel dan

berintegritas
1.3.3 Terwujudnya Indeks 3.57 3.57 100 Sangat Tingi LHE Kemen

transformasi Pelayanan PANRB

tata kelola Publik

pemerintahan
yang adaptif,
akuntabel dan

berintegritas

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tahun pelaporan, capaian kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
pada Sasaran Strategis 1.2.5 menunjukkan hasil yang sangat baik.
Indikator Persentase Peningkatan Investasi/Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 6 persen dengan realisasi
5,79 persen atau capaian 96,50 persen (kategori Sangat Tinggi). Pada
saat yang sama, produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah juga
menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan PDRB lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian,
industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta
perdagangan secara umum berada pada kategori Sangat Tinggi,
bahkan beberapa sektor melampaui target secara signifikan,
khususnya industri pengolahan, akomodasi dan makan minum,
serta perdagangan. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya
aktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh iklim investasi yang

relatif kondusif.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 1.2.5.1 terkait peningkatan
iklim investasi PMA dan PMDN, realisasi investasi menunjukkan

kinerja yang sangat signifikan. Dari target peningkatan sebesar 20,18
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persen, realisasi mencapai 162,13 persen dengan tingkat capaian
803,42 persen (kategori Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan
tingginya minat dan kepercayaan investor terhadap potensi dan
peluang usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lonjakan realisasi
investasi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan dan memperkuat

struktur perekonomian daerah.

Adapun pada Sasaran Strategis 1.3.3 terkait transformasi tata
kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas,
Indeks Pelayanan Publik berhasil melampaui target dengan capaian
100,28 persen, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik tetap
terjaga dan meningkat. Sementara itu, Nilai AKIP mencapai 78,01
persen dari target yang ditetapkan, sehingga masih memerlukan
upaya perbaikan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan
evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, mayoritas indikator kinerja
berada pada kategori Sangat Tinggi, yang menggambarkan bahwa
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kinerja
yang efektif dalam mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan

ekonomi daerah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja

tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

Tahun Tahun Tahun
Tahun (N)
Tujuan/ (n-3) (n-2) (n-1)
No Indikator Kinerja
Sasaran Realias | Realisa | Realisa | Targe | Realis %
i si si t asi Capaian
() @) © () (5) (6) (7) (®) ©)
1.2. Persentase 0,64 2,86 2,09 6 5.79 96,50
Meningkatnya
5 Peningkatan
produktivitas
Investasi /
ekonomi sektor
Pembentukan
unggulan
Modal Tetap Bruto
daerah
(PMTB)
1.2. Meningkatnya Pertumbuhan 6,78 4,31 3,85 4.04 3.74 92.57
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor | Pertanian,
unggulan Kehutanan dan
daerah Perikanan
1.2. Meningkatnya Pertumbuhan 1,50 8,01 6,24 6.55 6.37 97.25
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor | Pertambangan dan
unggulan Penggalian
daerah
1.2. Meningkatnya Pertumbuhan 16,81 12,81 12,98 13.63 | 14.91 109.39
5 produktivitas PDRB LU Industri
ekonomi sektor | Pengolahan
unggulan
daerah
1.2. Meningkatnya Pertumbuhan 8,34 5,18 4,24 4.45 13.42 301,57
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor | Akomodasi dan
unggulan Makan Minum
daerah
1.2. Meningkatnya Pertumbuhan 7,78 4,96 3,71 3.9 6.36 163.08
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor | Perdagangan
unggulan
daerah
1.2. Meningkatnya Persentase -27.72 -28,87 -23.05 20.18 | 162.13 | 803,42
5.1 Produktivitas Peningkatan
Ekonomi investasi PMA dan
Sektor PMDN
Unggulan
Daerah
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Tahun Tahun Tahun

Tujuan/ (n-3) (n-2) (n-1)
Indikator Kinerja
Sasaran Realias | Realisa | Realisa | Targe | Realis %

Tahun (N)

i si si t asi Capaian

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) 9)

Terwujudnya Nilai AKIP 76.57 75.90 75.94 89.8 70.05 78.01
transformasi
tata kelola
pemerintahan
yang adaptif,
akuntabel dan

berintegritas

Terwujudnya Indeks Pelayanan 3.77 3.04 2.84 3.57 3.57 100
transformasi Publik
tata kelola
pemerintahan
yang adaptif,
akuntabel dan

berintegritas

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB, Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan perbandingan antar waktu, pada sasaran
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah terlihat
dinamika yang fluktuatif namun cenderung membaik pada Tahun
(N). Persentase Peningkatan Investasi/PMTB sebesar 5,79% pada
Tahun (N) meningkat signifikan dibanding Tahun (n-1) sebesar
2,09%, Tahun (n-2) sebesar 2,86%, dan Tahun (n-3) sebesar 0,64%,
menunjukkan akselerasi pembentukan modal tetap bruto.

Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan sebesar 3,74% pada Tahun (N) sedikit menurun
dibanding Tahun (n-1) sebesar 3,85% dan Tahun (n-2) sebesar
4,31%, serta lebih rendah dibanding Tahun (n-3) sebesar 6,78%,
sehingga sektor ini menunjukkan tren perlambatan.

Sebaliknya, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha
Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,37% relatif stabil dibanding
Tahun (n-1) sebesar 6,24%, namun lebih rendah dari Tahun (n-2)

sebesar 8,01% dan lebih tinggi dari Tahun (n-3) sebesar 1,50%.
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Pada sektor Industri Pengolahan, realisasi 14,91% pada Tahun
(N) meningkat dibanding Tahun (n-1) sebesar 12,98% dan Tahun (n-
2) sebesar 12,81%, meskipun masih di bawah capaian Tahun (n-3)
sebesar 16,81%.

Pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum
menunjukkan lonjakan sangat signifikan menjadi 13,42% dibanding
Tahun (n-1) 4,24%, Tahun (n-2) 5,18%, dan Tahun (n-3) 8,34%. Hal
yang sama terjadi pada sektor Perdagangan yang meningkat menjadi
6,36% dibanding Tahun (n-1) 3,71%, Tahun (n-2) 4,96%, dan Tahun
(n-3) 7,78%.

Indikator Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN
mengalami perubahan sangat drastis, dari pertumbuhan negatif
pada Tahun (n-3) -27,72%, Tahun (n-2) -28,87%, dan Tahun (n-1) -
23,05%, menjadi pertumbuhan positif 162,13% pada Tahun (N),
menunjukkan pemulihan dan ekspansi investasi yang sangat kuat.

Pada sasaran tata kelola pemerintahan, Nilai AKIP Tahun (N)
sebesar 70,05 menurun dibanding Tahun (n-1) 75,94, Tahun (n-2)
75,90, dan Tahun (n-3) 76,57. Sementara itu, Indeks Pelayanan
Publik sebesar 3,57 meningkat dibanding Tahun (n-1) 2,84 dan
Tahun (n-2) 3,04, meskipun sedikit lebih rendah dibanding Tahun
(n-3) sebesar 3,77.

Secara umum, kinerja sektor unggulan ekonomi pada Tahun (N)
menunjukkan tren peningkatan signifikan dibanding tiga tahun
sebelumnya, khususnya pada indikator investasi dan sektor jasa,
meskipun masih terdapat beberapa indikator tata kelola yang perlu
diperkuat.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan

target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan
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strategis D Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prov. Sulawesi Tenggara periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Realisasi Target Akhir
Tujuan/ Tingkat
No. Indikator Kinerja Kinerja Rencana
Sasaran Kemajuan
Tahun n Strategis
(1) (2) (3) (4) (5) ©
=4/5*100
1.2.5 Meningkatnya Persentase Peningkatan 5.79 6 96,50
produktivitas Investasi / Pembentukan
ekonomi Modal Tetap Bruto (PMTB)
sektor
unggulan
daerah
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB LU 4.04 4.04 92.57
produktivitas Pertanian, Kehutanan dan
ekonomi Perikanan
sektor
unggulan
daerah
1.2.5 Meningkatnya | Pertumbuhan PDRB LU 6.55 6.55 97.25
produktivitas Pertambangan dan
ekonomi Penggalian
sektor
unggulan
daerah
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB LU 13.63 13.63 109.39
produktivitas Industri Pengolahan
ekonomi
sektor
unggulan
daerah
1.2.5 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB LU 4.45 4.45 301,57
produktivitas Akomodasi dan Makan
ekonomi Minum
sektor
unggulan
daerah
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Tujuan/

Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi
Kinerja

Tahun n

Target Akhir
Rencana

Strategis

Tingkat

Kemajuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
=4/5*100

1.2.5

Meningkatnya
produktivitas
ekonomi
sektor
unggulan

daerah

Pertumbuhan PDRB LU

Perdagangan

3.9

3.9

163.08

1.2.5.

Meningkatnya
Produktivitas
Ekonomi
Sektor
Unggulan

Daerah

Persentase Peningkatan

investasi PMA dan PMDN

162.13

20.18

803,42

1.3.3

Terwujudnya
transformasi
tata kelola
pemerintahan
yang adaptif,
akuntabel dan

berintegritas

Nilai AKIP

70.05

89.8

78.01

1.3.3

Terwujudnya
transformasi
tata kelola
pemerintahan
yang adaptif,
akuntabel dan

berintegritas

Indeks Pelayanan Publik

3.57

3.57

100

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB, Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar

nasional diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/

Kabupaten/Kota
Standar
Nasional/
Tujuan/ Indikator Realisasi Provinsi/
No % Capaian
Sasaran Kinerja Tahun n Nama
Daerah
Lain
(1) () (3) (4) (5 (6) =4/5*100
1.2. | Meningkatnya Persentase 5.79 5.39 107,42
5 produktivitas Peningkatan
ekonomi sektor Investasi /
unggulan daerah Pembentukan
Modal Tetap
Bruto (PMTB)
1.2. | Meningkatnya Pertumbuhan 4.04 5.14 78,60
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor Pertanian,
unggulan daerah Kehutanan
dan Perikanan
1.2. | Meningkatnya Pertumbuhan 6.55 -1.31 784%
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor Pertambangan
unggulan daerah dan
Penggalian
1.2. | Meningkatnya Pertumbuhan 13.63 5.40 252,41%
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor Industri
unggulan daerah Pengolahan
1.2. | Meningkatnya Pertumbuhan 4.45 Tidak ada data | 445
S produktivitas PDRB LU Nasional
ekonomi sektor Akomodasi (Mungkin
unggulan daerah dan Makan Terlalu Kecil)
Minum
1.2. | Meningkatnya Pertumbuhan 3.9 6.07 64.25
5 produktivitas PDRB LU
ekonomi sektor Perdagangan
unggulan daerah
1.2. | Meningkatnya Persentase 162.13 12,7 1276.61
5.1 Produktivitas Peningkatan
Ekonomi Sektor investasi PMA
Unggulan Daerah dan PMDN
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Standar
Nasional/
Tujuan/ Indikator Realisasi Provinsi/
o et % Capaian
Sasaran Kinerja Tahun n Nama
Daerah
Lain

(1) () (3) (4) (5 (6) =4/5*100
1.3. | Terwujudnya Nilai AKIP 70.05 73,61 78.01
3 transformasi tata

kelola pemerintahan

yang adaptif,

akuntabel dan

berintegritas
1.3. | Terwujudnya Indeks 3.57 4,02 110.94
3 transformasi tata Pelayanan (skala 4) (skala 5, tahun

kelola pemerintahan Publik 2024)

yang adaptif,

akuntabel dan

berintegritas

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Analisis
Tujuan/S Indikator % Solusi yang
Target | Realisasi Keberhasilan/Kegag
No asaran Kinerja Capaian dilakukan
alan

(1) 2) 3) (4) 5 (6) (7) 8)

tnya Peningkatan . . .
. . memenuhi n fasilitasi
produktivi | Investasi /
tas Pembentukan target (selisih perizinan,
ekonomi Modal Tetap 0 , 21 %) ) pengawal
sektor Bruto . .
unggulan | (PMTB) Dipengaruhi an proyek
daerah oleh strategis
perlambatan daerah,
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Analisis

Tujuan/S Indikator % Solusi yang
Target | Realisasi Keberhasilan/Kegag
No asaran Kinerja Capaian dilakukan
alan
(1) 2 @) (4) (5 (6) (7) (8)
realisasi proyek | dan
fisik dan peningkat
penyesuaian an
investasi promosi
swasta pada investasi
triwulan akhir berbasis
tahun. sektor
unggulan.
tnya PDRB LU
- . target. n
produktivi | Pertanian,
tas Kehutanan Dipengaruhi hilirisasi
ckonomi | dan faktor cuaca, komoditas
sektor Perikanan .
fluktuasi harga |,
unggulan
daerah komoditas, peningkat
serta an akses
produktivitas pembiaya
yang belum an dan
optimal. teknologi
bagi
pelaku
usaha
sektor
primer.
1. Meningka | Pertumbuhan 6.55 6.37 97.25 Hampir Optimalis
tnya PDRB LU . .
mencapai asi
produktivi | Pertambanga p
tas n dan target. pengawas
ekonomi Penggalian Dip en garuhi an
sektor . . . .
stabilisasi investasi
unggulan
daerah produksi dan tambang
dinamika harga | dan
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Analisis

Tujuan/S Indikator % Solusi yang
Target | Realisasi Keberhasilan/Kegag
No asaran Kinerja Capaian dilakukan
alan
(1) () 3) (4) (5) (6) (7) (8)
komoditas mendoron
tambang g
global. peningkat
an nilai
tambah
melalui
industri
pengolaha
n.
1. Menlngka Pertumbuhan 13.63 14.91 109.39 Melampau1 Peng‘llata
tnya PDRB LU t t
arget. n
produktivi | Industri g
tas Pengolahan Didukung kemudah
ekonomi peningkatan an
sektor . .
investasi berusaha
unggulan
daerah smelter dan dan
hilirisasi percepata
industri n realisasi
berbasis investasi
sumber daya sektor
alam. industri
prioritas.
tnya PDRB LU i i\ akibat .
inggi akiba n promosi
produktivi | Akomodasi 88 p
tas dan Makan pemulihan pariwisata
ekonomi | Minum mobilitas daerah
sektor
masyarakat, dan
unggulan
daerah peningkatan penyederh
kunjungan anaan
wisata dan perizinan
event daerah. usaha
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Analisis

Tujuan/S Indikator % Solusi yang
Target | Realisasi Keberhasilan/Kegag
No asaran Kinerja Capaian dilakukan
alan
(1) () 3) (4) (5 (6) (7) (8)
jasa
akomodas
i dan
kuliner.
tnya PDRB LU .
. target. Si
produktivi | Perdagangan
tas Didukung perdagang
ekonomi peningkatan an UMKM
sektor .
daya beli dan
unggulan
daerah masyarakat fasilitasi
dan kelancaran | kemitraan
distribusi usaha.
barang.
1. Menmgka Persentase 20.18 162.13 803,42 Capaian Sangat Penguata
2. tnya Peningkatan . . .
o _ signifikan n sistem
S. Produktivi | investasi PMA
1 tas dan PMDN akibat realisasi | OSS,
Ekonomi investasi skala | percepata
Sektor
Unggulan besar pada n layanan
Daerah sektor industri | perizinan,
pengolahan dan
dan promosi
pertambangan. | investasi
terarah
pada
investor
strategis.
1. Terwujud Nilai AKIP 89.8 70.05 78.01 Tidak mencapai Penyempu
nya
target. rnaan
transform
asi tata Dipengaruhi perencana
kelola belum an
pemerinta
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Analisis

Tujuan/S Indikator % Solusi yang
Target | Realisasi Keberhasilan/Kegag
No asaran Kinerja Capaian dilakukan
alan
(1) (2) 3) “) (5) (6) (7 (8)
han yang optimalnya berbasis
adaptif, di Ki 3
cascadin inerja
akuntabel g ja,
dan kinerja, eviden | penguata
berintegrit dokumen, dan | n
as
penguatan monitorin
manajemen g dan
risiko. evaluasi,
serta
peningkat
an
kapasitas
SDM
perencana
nya Pelayanan . . .
] Kualitas an inovasi
transform Publik
asi tata pelayanan pelayanan
kelola relatif stabil digital
pemerinta
h dengan standar | dan
an yang
adaptif, pelayanan yang | survei
akuntabel .
konsisten. kepuasan
dan
berintegrit masyarak
as at secara
berkala.

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra
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Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, kinerja pada Sasaran Meningkatnya
Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah menunjukkan hasil
yang cukup baik. Indikator pertumbuhan sektor Industri
Pengolahan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan
melampaui target yang ditetapkan. Capaian tertinggi terjadi pada
sektor Akomodasi dan Makan Minum (301,57%) serta peningkatan
investasi PMA dan PMDN (803,42%) yang didorong oleh realisasi

investasi skala besar dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Namun demikian, beberapa indikator belum mencapai target,
yaitu PMTB (96,50%), sektor Pertanian (92,57%), sektor
Pertambangan (97,25%), serta Nilai AKIP (78,01%). Hal ini
dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas
dan kondisi produksi, serta faktor internal berupa belum optimalnya

pengelolaan kinerja.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik mencapai 100% dari
target, menunjukkan kualitas pelayanan yang stabil dan sesuai
standar. Secara keseluruhan, kinerja tahun berjalan menunjukkan
tren positif terutama pada sektor investasi dan hilirisasi industri,
meskipun masih diperlukan penguatan tata kelola dan konsistensi

pencapaian pada seluruh indikator.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan

pada tabel berikut:
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Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan

dan Sasaran

Indikator Kinerja Anggaran
N Tujuan/
% Anggaran Realisasi % Efisiensi
Sasaran Target | Realisasi
Capaian (Rp.) (Rp.) Capaian

(1) ) ) ) () (6) @ 8) 9
1. | Meningkatnya 6 5.79 96,50 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien

produktivitas
5 ekonomi sektor

unggulan daerah
1. 4.04 3.74 92.57 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien
2.
5
1. 6.55 6.37 97.25 10.505.869.932 0.431.602.974 | 89.77 Efisien
2.
5
1. 13.63 14.91 109.39 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien
2.
5
1. 4.45 13.42 301,57 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien
2.
5
1. 3.9 6.36 163.08 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien
2.
5
1. | Meningkatnya 20.18 162.13 803,42 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien
2. Produktivitas
S. Ekonomi Sektor
1 Unggulan Daerah
1. | Terwujudnya 89.8 70.05 78.01 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien

transformasi tata

kelola pemerintahan

yang adaptif,

akuntabel dan

berintegritas
1. 3.57 3.57 100 10.505.869.932 9.431.602.974 | 89.77 Efisien
3.

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel capaian kinerja, Sasaran 1.2.5 Meningkatnya

Produktivitas

Ekonomi

Sektor

Unggulan Daerah
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menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sebagian besar indikator
mencapai dan bahkan melampaui target, dengan capaian tertinggi
sebesar 301,57% dan 163,08%. Secara agregat, capaian sasaran
mencapai 803,42%, yang menunjukkan peningkatan produktivitas
sektor unggulan yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan.

Pada Sasaran 1.3.3 Terwwudnya transformasi tata kelola
pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas, capaian kinerja
berada pada kategori baik, dengan satu indikator mencapai 100% dan
satu indikator lainnya sebesar 78,01% yang masih memerlukan
optimalisasi. Dari sisi anggaran, realisasi sebesar 89,77% dari pagu
menunjukkan pelaksanaan program berjalan efisien dengan output
kinerja yang tetap optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan dapat
dinilai efektif dan efisien, dengan sebagian besar indikator mencapai

target dan dukungan penggunaan anggaran yang terkendali

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian

penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan

Kegiatan
Menu
Ca i
Tujuan/ Indikator Capaian Program/ W
No. Indikator Kinerja aian | Tidak Analisis
Sasaran Kinerja % Kegiatan
% Menu
njang
(1) () @) (4) () (6) (7) 8 9
1.2. Meningk | Persentase 162.13 PROGRAM Cakupan 98,0 | Men menandakan iklim
S.1. atnya Peningkat PENUNJANG | Pelayanan 6 unja investasi daerah
1 Produkti | an URUSAN Penunjang Urusan ng sangat kondusif serta
vitas investasi PEMERINTA Pemerintahan efektivitas pelayanan
Ekonomi | PMA dan HAN Daerah Provinsi perizinan dan
Sektor PMDN DAERAH pengendalian investasi.
Unggula PROVINSI
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n
Daerah
1.2. PROGRA Cakupan 98,06 Perencanaan Jumlah Dokumen 100, Men mendukung
5.1. M Pelayanan s Perencanaan 00 unja akuntabilitas dan tata
1.1 PENUNJ Penunjang Penganggara | Penganggaran dan ng kelola keuangan.
ANG Urusan n, dan Evaluasi Kinerja
URUSAN | Pemerinta Evaluasi Perangkat Daerah
PEMERI han Kinerja
NTAHAN | Daerah Perangkat
DAERAH | Provinsi Daerah
PROVIN
SI
1.2. Administrasi Jumlah Dokumen 100, | Men
1. Keuangan Administrasi 00 unja mendukung
1.1 Perangkat Keuangan ng akuntabilitas dan tata
Daerah Perangkat Daerah kelola keuangan.
1.2 Penyusunan Jumlah Dokumen 100, | Men mendukung
5.1 Dokumen Perencanaan 00 unja akuntabilitas dan tata
1.1 Perencanaan | Perangkat Daerah ng kelola keuangan.
1 Perangkat
Daerah
1.2 Penyediaan Jumlah Orang 87,0 | Men pembayaran
5.1 Gaji dan yang Menerima 3 unja menyesuaikan realisasi
1.1 Tunjangan Gaji dan ng kebutuhan pegawai
1 ASN Tunjangan ASN atau pergeseran
anggaran
1.2. Koordinasi Jumlah Dokumen 100, | Men Seluruh dokumen
S.1. dan RKA-SKPD dan 00 unja tersusun tepat waktu
1.1. Penyusunan Laporan Hasil ng dan sesuai ketentuan,
2 Dokumen Koordinasi mendukung
RKA- SKPD Penyusunan akuntabilitas dan tata
Dokumen RKA- kelola keuangan.
SKPD
1.2. Penyediaan Jumlah Dokumen 100, | Men eluruh dokumen
5.1. Administrasi | Hasil Penyediaan 00 unja tersusun tepat waktu
1.1. Pelaksanaan Administrasi ng dan sesuai ketentuan,
2 Tugas ASN Pelaksanaan Tugas mendukung
ASN akuntabilitas dan tata
kelola keuangan.
1.2 Koordinasi Jumlah Dokumen 0 Tida Tidak terlaksana
5.1 dan DPA-SKPD dan k karena melalui
1.1 Penyusunan Laporan Hasil Men mekanisme lain
3 DPA-SKPD Koordinasi unja
Penyusunan ng

Dokumen DPA-
SKPD
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1.2. Koordinasi Jumlah Laporan 100, | Men mendukung
5.1. dan Keuangan Akhir 00 unja akuntabilitas dan tata
1.1. Penyusunan Tahun SKPD dan ng kelola keuangan.
3 Laporan Laporan Hasil
Keuangan Koordinasi
Akhir Tahun Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
1.2. Koordinasi Jumlah Laporan 100, | Men mendukung
5.1. dan Capaian Kinerja 00 unja akuntabilitas dan tata
1.1. Penyusunan dan Ikhtisar ng kelola keuangan.
4 Laporan Realisasi Kinerja
Capaian SKPD dan Laporan
Kinerja dan Hasil Koordinasi
Ikhtisar Penyusunan
Realisasi Laporan Capaian
Kinerja Kinerja dan
SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.2. Pengelolaan Jumlah Dokumen 0 Tida Tidak terdapat
5.1. dan Bahan Tanggapan k realisasi kegiatan
1.1. Penyiapan Pemeriksaan dan Men sehingga belum
4 Bahan Tindak Lanjut unja berkontribusi terhadap
Tanggapan Pemeriksaan ng penguatan kepatuhan
Pemeriksaan dan tata kelola
1.2. Pelaksanaan | Jumlah Data 0 Tida Kegiatan belum
5.1. Pengumpula Statistik Sektoral k terlaksana sehingga
1.1. n Data Daerah yang Telah Men belum mendukung
5 Statistik Dikumpulkan dan unja perencanaan dan
Sektoral Diperiksa Lingkup ng evaluasi berbasis data
Daerah Perangkat Daerah
1.2. Koordinasi Jumlah Laporan 100, | Men mendukung
5.1. dan Keuangan 00 unja akuntabilitas dan tata
1.1. Penyusunan Bulanan/ ng kelola keuangan.
5 Laporan Triwulanan/Semes
Keuangan teran SKPD dan
Bulanan/ Laporan
Triwulanan/ Koordinasi
Semesteran Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulan
an/Semesteran

SKPD

40




. . . Cap njan/
No. P Indikator Capaian e Indikator Kinerja aian | Tidak Analisis
Sasaran Kinerja % Kegiatan o e
njang
(1) ) @) (4) () (6) (7) (8) 9
1.2. Sinkronisasi Jumlah Berita 0 Tida Tidak terdapat
5.1. dan Acara Hasil k realisasi kegiatan
1.1. Harmonisasi Sinkronisasi dan Men sehingga belum
6 Pusat dan Harmonisasi Pusat unja mendukung
Daerah dan Daerah dalam ng keselarasan kebijakan
dalam Rangka dan program daerah
Rangka Mendukung Target dengan target
Mendukung Pembangunan pembangunan
Target Nasional melalui nasional.
Pembanguna | Koordinasi Teknis
n Nasional Pembangunan
melalui
Koordinasi
Teknis
Pembanguna
n
1.2. Koordinasi Jumlah Subtansi 0 Tida Kegiatan belum
5.1. Peningkatan Koordinasi k terlaksana sehingga
1.1. Partisipasi Peningkatan Men belum berkontribusi
7 Masyarakat Partisipasi unja terhadap penguatan
dalam Masyarakat dalam ng tata kelola
Penyelenggar | Penyelenggaraan pemerintahan yang
aan Urusan Urusan partisipatif,
Pemerintaha Pemerintahan transparan, dan
n Daerah Daerah yang akuntabel.
yang Diampu
Diampu
1.2. Administrasi | Jumlah Dokumen 100, | Men mendukung
S.1. Barang Milik | Administrasi 00 unja akuntabilitas dan tata
1.2 Daerah pada | Barang Milik ng kelola keuangan.
Perangkat Daerah pada
Daerah Perangkat Daerah
1.2. Penyusunan Jumlah Rencana 100, | Men mendukung
5.1. Perencanaan | Kebutuhan Barang | 00 unja akuntabilitas dan tata
1.2. Kebutuhan Milik Daerah SKPD ng kelola keuangan
1 Barang Milik
Daerah
SKPD
1.2. Administrasi Jumlah Dokumen 100, | Men mendukung
5.1. Kepegawaian | Administrasi 00 unja akuntabilitas dan tata
1.3 Perangkat Kepegawaian ng kelola keuangan
Daerah Perangkat Daerah
1.2. Peningkatan Jumlah Unit 0 Tida Tidak terdapat
5.1. Sarana dan Peningkatan k realisasi kegiatan
1.3. Prasarana Sarana dan Men sehingga belum
1 Disiplin Prasarana Disiplin unja mendukung
Pegawai Pegawai ng peningkatan
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kedisiplinan aparatur
dan penguatan tata
kelola internal
perangkat daerah
1.2. Pengadaan Jumlah Paket 0 Tida Kegiatan belum
5.1. Pakaian Pakaian Dinas k terlaksana sehingga
1.3. Dinas Beserta Atribut Men belum berkontribusi
2 Beserta Kelengkapan unja terhadap pemenuhan
Atribut ng standar penampilan
Kelengkapan dan identitas aparatur
nya dalam pelaksanaan
tugas kedinasan
1.2. Bimbingan Jumlah Orang 0 Tida Tidak terdapat peserta
5.1. Teknis yang Mengikuti k yang mengikuti
1.3. Implementas | Bimbingan Teknis Men kegiatan sehingga
3 i Peraturan Implementasi unja belum mendukung
Perundang- Peraturan ng peningkatan
Undangan Perundang- kompetensi aparatur
Undangan dalam penerapan
regulasi serta
penguatan kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan
1.2. Pendidikan Jumlah Pegawai 100, | Men Mendukung
5.1. dan Berdasarkan 00 unja akuntabilitas dan tata
1.3. Pelatihan Tugas dan Fungsi ng kelola keuangan.
4 Pegawai yang Mengikuti
Berdasarkan Pendidikan dan
Tugas dan Pelatihan
Fungsi
1.2. Sosialisasi Jumlah Orang 0 Tida Tidak terdapat
5.1. Peraturan yang Mengikuti k realisasi kegiatan
1.3. Perundang- Sosialisasi Men sehingga belum
5 Undangan Peraturan unja mendukung
PerundangUndang ng peningkatan
an pemahaman aparatur
dan/atau pemangku
kepentingan
1.2. Administrasi Jumlah Dokumen 100, | Men mendukung
5.1. Umum Administrasi 00 unja kelancaran operasional
1.4 Perangkat Umum Perangkat ng kantor.
Daerah Daerah
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1.2. Penyediaan Jumlah Paket 100, | Men mendukung
5.1. Komponen Komponen 00 unja kelancaran operasional
1.4. Instalasi Instalasi ng kantor.
1 Listrik/Pene Listrik/Peneranga
rangan n Bangunan
Bangunan Kantor yang
Kantor Disediakan
1.2. Penyediaan Jumlah Paket 100, | Men mendukung
S.1. Peralatan Peralatan dan 00 unja kelancaran operasional
1.4. dan Perlengkapan ng kantor.
2 Perlengkapa Kantor yang
n Kantor Disediakan
1.2. Penyediaan Jumlah Paket 0 Tida tidak terdapat realisasi
5.1. Peralatan Peralatan Rumah k kegiatan sehingga
1.4. Rumah Tangga yang Men belum mendukung
3 Tangga Disediakan unja kelancaran operasional
ng perkantoran
1.2. Penyediaan Jumlah Paket 100, Men Mendukung
5.1. Bahan Bahan Logistik 00 unja kelancaran operasional
1.4. Logistik Kantor yang ng kantor.
4 Kantor Disediakan
1.2. Penyediaan Jumlah Paket 100, | Men Mendukung
5.1. Barang Barang Cetakan 00 unja kelancaran operasional
1.4. Cetakan dan | dan Penggandaan ng kantor
5 Penggandaa yang Disediakan
n
1.2. Penyediaan Jumlah Dokumen 100, | Men Mendukung
S.1. Bahan Bahan Bacaan dan | 00 unja kelancaran operasional
1.4. Bacaan dan Peraturan ng kantor
6 Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan yang
Undangan Disediakan
1.2. Fasilitasi Jumlah Laporan 100, | Men Mendukung
5.1. Kunjungan Fasilitasi 00 unja kelancaran operasional
1.4. Tamu Kunjungan Tamu ng kantor.
7
1.2. Penyelenggar | Jumlah Laporan 100, | Men Mendukung
5.1. aan Rapat Penyelenggaraan 00 unja kelancaran operasional
1.4. Koordinasi Rapat Koordinasi ng kantor
8 dan dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD
1.2. Dukungan Jumlah Dokumen 0 Tida idak terdapat realisasi
5.1. Pelaksanaan Dukungan k kegiatan sehingga
1.4. Sistem Pelaksanaan Men belum mendukung
9 Pemerintaha Sistem unja penguatan tata kelola
n Berbasis Pemerintahan ng
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Elektronik Berbasis pemerintahan berbasis
pada SKPD Elektronik pada digital
SKPD
1.2. Pengadaan Jumlah Dokumen 120, | Men Melebihi target karena
5.1. Barang Milik | Pengadaan Barang 00 unja kebutuhan operasional
1.5 Daerah Milik Daerah ng meningkat
Penunjang Penunjang Urusan
Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
1.2. Pengadaan Jumlah Unit 100, | Men Melebihi target karena
5.1. Kendaraan Kendaraan Dinas 00 unja kebutuhan operasional
1.5. Dinas Operasional atau ng meningkat
1 Operasional Lapangan yang
atau Disediakan
Lapangan
1.2. Pengadaan Jumlah Paket 0 Tida Ditunda karena
5.1. Mebel Mebel yang k efisiensi
1.5. Disediakan Men
2 unja
ng
1.2. Pengadaan Jumlah Unit 87,5 | Men Hampir tercapai,
5.1. Peralatan Peralatan dan 0 unja terdapat efisiensi atau
1.5. dan Mesin Mesin Lainnya ng penyesuaian
3 Lainnya yang Disediakan kebutuhan
1.2. Pengadaan Jumlah Unit 100, | Men Kegiatan terealisasi
S.1. Sarana dan Sarana dan 00 unja optimal sehingga
1.5. Prasarana Prasarana ng mendukung
4 Pendukung Pendukung kelancaran operasional
Gedung Gedung Kantor perkantoran dan
Kantor atau atau Bangunan peningkatan kualitas
Bangunan pelayanan kepada
Lainnya masyarakat
1.2. Penyediaan Jumlah Dokumen 100, | Men Realisasi penuh
5.1. Jasa Penyediaan Jasa 00 unja mendukung efektivitas
1.6 Penunjang Penunjang Urusan ng penyelenggaraan
Urusan Pemerintah urusan pemerintahan
Pemerintaha Daerah dan memperkuat tata
n Daerah kelola administrasi
perangkat daerah
1.2. Penyediaan Jumlah Laporan 100, | Men Mendukung
5.1. Jasa Surat Penyediaan Jasa 00 unja kelancaran
1.6. Menyurat Surat Menyurat ng administrasi

persuratan serta tertib
administrasi
pemerintahan yang

akuntabel
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1.2. Penyediaan Jumlah Laporan 100, | Men Menjamin
5.1. Jasa Penyediaan Jasa 00 unja keberlangsungan
1.6. Komunikasi, Komunikasi, ng operasional kantor
2 Sumber Sumber Daya Air sehingga mendukung
Daya Air dan | dan Listrik yang efisiensi dan efektivitas
Listrik Disediakan pelaksanaan tugas
perangkat daerah
1.2. Penyediaan Jumlah Laporan 100, | Men Mendukung
S.1. Jasa Penyediaan Jasa 00 unja kelancaran pelayanan
1.6. Pelayanan Pelayanan Umum ng internal dan eksternal
3 Umum Kantor yang serta menunjang tata
Kantor Disediakan kelola pemerintahan
yang tertib dan
profesional
1.2. Pemeliharaa Jumlah Dokumen 100, | Men Mendukung
5.1. n Barang Pemeliharaan 00 unja pengamanan dan
1.7 Milik Daerah | Barang Milik ng optimalisasi
Penunjang Daerah Penunjang pemanfaatan aset
Urusan Urusan daerah secara
Pemerintaha Pemerintahan akuntabel dan
n Daerah Daerah berkelanjutan
1.2. Penyediaan Jumlah Kendaraan 100, | Men Mendukung mobilitas
5.1. Jasa Dinas Operasional 00 unja operasional perangkat
1.7. Pemeliharaa atau Lapangan ng daerah serta
1 n, Biaya yang Dipelihara memastikan
Pemeliharaa dan Dibayarkan kepatuhan terhadap
n, Pajak dan Pajak dan kewajiban perpajakan
Perizinan Perizinannya dan perizinan
Kendaraan kendaraan dinas
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
1.2. Pemeliharaa Jumlah Peralatan 100, | Men Menjamin kesiapan
5.1. n Peralatan dan Mesin Lainnya | 00 unja sarana kerja sehingga
1.7. dan Mesin yang Dipelihara ng mendukung efektivitas
2 Lainnya dan produktivitas
pelaksanaan tugas
1.2. Pemeliharaa Jumlah Gedung 100, | Men Mendukung kelayakan
5.1. n/Rehabilita | Kantor dan 00 unja sarana kerja dan
1.7. si Gedung Bangunan Lainnya ng meningkatkan kualitas
3 Kantor dan yang lingkungan kerja yang
Bangunan Dipelihara/Direha kondusif
Lainnya bilitasi

45




Menu

. . . Cap njan/
No. P Indikator Capaian e Indikator Kinerja aian | Tidak Analisis
Sasaran Kinerja % Kegiatan o e
njang
(1) ) @) (4) () (6) (7) (8) 9
1.2. Pemeliharaa Jumlah Sarana 100, | Men Mendukung
5.1. n/Rehabilita | dan Prasarana 00 unja optimalisasi fungsi
1.7. si Sarana Gedung Kantor ng sarana dan prasarana
4 dan atau Bangunan gedung dalam
Prasarana Lainnya yang menunjang pelayanan
Gedung Dipelihara/Direha publik
Kantor atau bilitasi
Bangunan
Lainnya
1.2. Pemeliharaa Jumlah Sarana 0 Tida Tidak terdapat
5.1. n/Rehabilita | dan Prasarana k realisasi kegiatan
1.7. si Sarana Pendukung Men sehingga belum
5 dan Gedung Kantor unja mendukung
Prasarana atau Bangunan ng optimalisasi
Pendukung Lainnya yang
Gedung Dipelihara/Direha
Kantor atau bilitasi
Bangunan
Lainnya
1.2. Meningk Persentase 162.13 PROGRAM Realisasi Total 218. | Men ealisasi investasi yang
5.1. atnya Peningkat PENGEMBA terhadap Target 15 unja mencapai 218,15%
2 Produkti an NGAN IKLIM Investasi ng dari target
vitas investasi PENANAMA menunjukkan kinerja
Ekonomi | PMA dan N MODAL sangat optimal dalam
Sektor PMDN menarik Penanaman
Unggula Modal Asing (PMA) dan
n Penanaman Modal
Daerah Dalam Negeri (PMDN)
1.2. PROGRA | Realisasi 218.15 Penetapan Jumlah Dokumen 0 Tida Tidak ada penerbitan
S.1. M Total Pemberian Penetapan k kebijakan baru pada
2.1 PENGE terhadap Fasilitas/Ins Pemberian Men periode berjalan
MBANG Target entif Fasilitas/Insentif unja
AN Investasi dibidang Dibidang ng
IKLIM Penanaman Penanaman Modal
PENANA Modal yang yang Menjadi
MAN Menjadi Kewenangan
MODAL Kewenangan Daerah Provinsi
Daerah
Provinsi
1.2. Penetapan Jumlah Peraturan 0 Tida Tidak ada penerbitan
5.1. Kebijakan Daerah /Provinsi k kebijakan baru pada
2.1. Daerah dalam Pemberian Men periode berjalan
1 dalam Fasilitas/Insentif unja
Pemberian dan Kemudahan ng
Fasilitas/Ins Penanaman Modal
entif dan
Kemudahan
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Penanaman
Modal
1.2. Fasilitasi Jumlah 0 Tida Belum menjadi
5.1. Kemitraan Kesepakatan k prioritas atau
2.1. yang Kemitraan antara Men menunggu regulasi
2 dilakukan Usaha Besar unja pusat
oleh (PMA/PMDN) ng
Pemerintah dengan UMKM di
Provinsi daerah
1.2. Rekomendas | Jumlah 0 Tida Belum menjadi
5.1. i Kebijakan rekomendasi k prioritas atau
2.1. Sektor kebijakan sektor Men menunggu regulasi
3 Usaha yang usaha yang unja pusat
Regulasinya regulasinya ng
Diharmonisa | diharmonisasi
si Terkait terkait Perizinan
Perizinan Berusaha Berbasis
Berusaha Resiko
Berbasis
Resiko
1.2. Pembuatan Jumlah Dokumen 100, | Men Dokumen tersedia dan
5.1. Peta Potensi Peta Potensi 00 unja menjadi dasar promosi
2.2 Investasi Investasi Provinsi ng investasi
Provinsi
1.2. Penyusunan Jumlah Peraturan 0 Tida Efisiensi Anggaran,
5.1. Rencana Daerah (Perda) k Dokumen tersedia dan
2.2. Umum Rencana Umum Men menjadi dasar promosi
1 Penanaman Penanaman Modal unja investasi.
Modal Daerah Provinsi ng
Daerah
Provinsi
1.2. Pemutakhira | Jumlah daerah 0 Tida Dokumen tersedia dan
5.1. n data yang telah k menjadi dasar promosi
2.2. potensi dilaksanakan Men investasi
2 investasi pemutakhiran data unja
daerah pada potensi investasi ng

Sistem PIR
(Potensi
Investasi

Regional)
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1.2. Meningk Persentase 162.13 PROGRAM Persentase - Men Meskipun terjadi
5.1. atnya Peningkat PROMOSI Peningkatan 16,6 | unja penurunan jumlah
3 Produkti an PENANAMA Investor yang 4 ng investor sebesar -
vitas investasi N MODAL Berinvestasi 16,64%, program tetap
Ekonomi | PMA dan dikategorikan
Sektor PMDN menunjang karena
Unggula secara substantif
n berperan dalam
Daerah menjaga keberlanjutan
promosi investasi
daerah
1.2. PROGRA | Persentase -16,64 Penyelenggar | Jumlah Dokumen 80,0 | Men Hampir tercapai,
5.1. M Peningkat aan Promosi Penyelenggaraa n 0 unja terdapat penyesuaian
3.1 PROMO an Penanaman Promosi ng kegiatan
SI Investor Modal yang Penanaman Modal
PENANA | yang Menjadi yang Menjadi
MAN Berinvesta Kewenangan Kewenangan
MODAL si Daerah Daerah Provinsi
Provinsi
1.2. Pelaksanaan Jumlah Dokumen 400, | Men Intensitas promosi
5.1. Kegiatan Hasil Kegiatan 00 unja meningkat signifikan
3.1. Promosi Promosi ng untuk mendorong
1 Penanaman Penanaman Modal realisasi investasi
Modal Provinsi
Kewenangan
Provinsi
1.2. Penyusunan Jumlah dokumen 400, | Men Intensitas promosi
5.1. Strategi strategi Promosi 00 unja meningkat signifikan
3.1. Promosi Penanaman Modal ng untuk mendorong
2 Penanaman Provinsi realisasi investasi
Modal
Kewenangan
Provinsi
1.2. Meningk | Persentase 162,13 PROGRAM Persentase Pelaku 355, | Men Pelayanan perizinan
5.1. atnya Peningkat PELAYANAN Usaha yang 24 unja sangat optimal dan
4 Produkti an PENANAMA Memperoleh Izin ng melampaui target,
vitas investasi N MODAL Sesuai menunjukkan sistem
Ekonomi | PMA dan Ketentuan OSS-RBA berjalan
Sektor PMDN efektif
Unggula
n
Daerah
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1.2. PROGRA | Persentase 100.00 Penanaman Jumlah Dokumen 100, | Men Capaian 100%
5.1. M Pelaku Modal yang Penanaman Modal 00 unja menunjukkan
4.1 PELAYA Usaha Ruang yang Ruang ng optimalnya fasilitasi
NAN yang Lingkupnya Lingkupnya Lintas dan koordinasi
PENANA | Memperole Lintas Daerah penanaman modal
MAN h Izin Daerah Kabupaten/Kota lintas kabupaten/kota
MODAL Sesuai Kabupaten/
Ketentuan Kota
1.2. Penyediaan Jumlah Pelaku 100, | Men Tingginya permohonan
5.1. Pelayanan Usaha yang 00 unja izin menunjukkan
4.1. Perizinan Mendapatkan ng kemudahan layanan
1 Berusaha Pelayanan
melalui Perizinan
Sistem Berusaha melalui
Perizinan Sistem Perizinan
Berusaha Berusaha Berbasis
Berbasis Risiko Terintegrasi
Risiko secara Elektronik
Terintegrasi
secara
Elektronik
1.2. Pemantauan Jumlah Kegiatan 22,0 | Men Pengawasan dan
5.1. , Analisis, Usaha yang 0 unja pendampingan
4.1. Evaluasi, Mendapat ng berjalan aktif
2 dan Pemantauan,
Pelaporan di Analisis, Evaluasi,
Bidang dan Pelaporan di
Perizinan Bidang Perizinan
Berusaha Berusaha Berbasis
Berbasis Risiko
Risiko Lintas Daerah
1.2. Penyediaan Jumlah Pelaku 100, | Men Realisasi yang sangat
5.1. dan usaha yang 00 unja tinggi menunjukkan
4.1. Pengelolaan Memperoleh ng optimalnya layanan
3 Layanan Layanan konsultasi perizinan
Konsultasi Konsultasi berbasis risiko secara
Perizinan Perizinan elektronik, yang
Berusaha Berusaha melalui berdampak pada
Berbasis Sistem Perizinan peningkatan
Risiko Berusaha Berbasis pemahaman pelaku

Risiko Terintegrasi

secara elektronik

usaha, percepatan
proses perizinan, serta
perbaikan iklim

investasi daerah.
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1.2. Penanaman Jumlah Dokumen 0 Tida Tidak terdapat
5.1. Modal yang Penanaman Modal k realisasi dokumen
4.2 Menurut yang Menurut Men penanaman modal
Ketentuan Ketentuan unja kewenangan provinsi
Peraturan Peraturan ng pada periode pelaporan
Perundanga Perundang-
n-Undangan Undangan Menjadi
Menjadi Kewenangan
Kewenangan Daerah Provinsi
Daerah
Provinsi
1.2. Penyediaan Jumlah Pelaku 630. | Men implementasi
5.1. dan Usaha yang 00 unja konsultasi perizinan
4.2. pengelolaan Memperoleh ng berbasis risiko telah
1 Layanan Layanan berjalan dan
Konsultasi Konsultasi memberikan dukungan
Perizinan Perizinan terhadap peningkatan
Berusaha Berusaha melalui pemahaman pelaku
Berbasis Sistem Perizinan usaha serta
Risiko Berusaha Berbasis percepatan proses
Risiko Terintegrasi perizinan
secara Elektronik
1.2. Penyediaan Tersedianya 138 Men Realisasi pelayanan
5.1. Pelayanan Pelayanan 6.00 | unja sebanyak 1.386
4.2. Perizinan Perizinan ng menunjukkan layanan
2 Berusaha Berusaha melalui perizinan berusaha
melalui Sistem Perizinan berbasis risiko telah
Sistem Berusaha Berbasis dilaksanakan secara
Perizinan Risiko Terintegrasi aktif dan mendukung
Berusaha secara kemudahan,
Berbasis Elektronik kepastian, serta
Risiko peningkatan kualitas
Terintegrasi pelayanan investasi di
secara daerah
Elektronik
1.2. Pemantauan Evaluasi, dan 22.0 | Men Kegiatan pemantauan
5.1. , Analisis, Pelaporan di 0 unja dan evaluasi telah
4.2. Evaluasi, Bidang Perizinan ng dilaksanakan namun
3 dan Berusaha Berbasis capaian belum sesuai

Pelaporan di
Bidang
Perizinan
Berusaha
Berbasis

Risiko

Risiko Lintas
Daerah Provinsi
bagi Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha

target
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1.2. Meningk Persentase 162.13 PROGRAM Persentase 100, | Men Penyelesaian
5.1. atnya Peningkat PENGENDAL | Penyelesaian 00 unja hambatan usaha
5 Produkti | an IAN Permasalahan dan ng sangat optimal dan
vitas investasi PELAKSANA Hambatan yang berdampak langsung
Ekonomi | PMA dan AN Dihadapi Pelaku pada peningkatan
Sektor PMDN PENANAMA Usaha dalam realisasi investasi.
Unggula N MODAL Membuka Usaha
n
Daerah
1.2. PROGRA | Persentase 100,00 Pengendalia Jumlah Realisasi 218, | Men Melampaui target
S.1. M Penyelesai n Investasi 18 unja akibat percepatan
5.1 PENGEN | an Pelaksanaan PMA/PMDN ng realisasi proyek
DALIAN Permasala Penanaman
PELAKS han dan Modal yang
ANAAN Hambatan Menjadi
PENANA yang Kewenangan
MAN Dihadapi Daerah
MODAL Pelaku Provinsi
Usaha
dalam
Membuka
Usaha
1.2. Pengawasan Jumlah Kegiatan 4,00 | Men Pengawasan berjalan
5.1. Penanaman Usaha dari Pelaku unja namun masih dapat
5.1. Modal Usaha yang Telah ng ditingkatkan.
1 Dianalisa dan
Diverifikasi Data,
Profil dan
Informasi Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Dilakukan
Inspeksi
Lapangan; serta
Dilakukan
Evaluasi Penilaian
Kepatuhan
Pelaksanaan
Perizinan
Berusaha
1.2. Penyelesaian | Jumlah 977, | Men Respons cepat
5.1. Permasalaha | Penyelesaian 27 unja terhadap
5.1. n dan Permasalahan dan ng permasalahan investor.
2 Hambatan Hambatan yang
yang dihadapi Pelaku
dihadapi Usaha dalam
Pelaku merealisasikan
Usaha Kegiatan
dalam Usahanya
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merealisasik
an Kegiatan
Usahanya
1.2. Bimbingan Jumlah Pelaku 0 Tida Tidak terlaksana
5.1. Teknis Usaha yang k karena efisiensi atau
5.1. kepada Mengikuti Men telah dilakukan secara
3 Pelaku Bimbingan unja daring/tidak terdata.
Usaha Teknis/ Sosialisasi ng
Implementasi
Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko dan
Pengawasan
Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko
1.2. Meningk Persentase 162.13 PROGRAM Persentase 0 Tida Belum terealisasi
5.1. atnya Peningkat PENGELOLA | Pemanfaatan Data k akibat keterbatasan
6 Produkti | an AN DATA dan Informasi Men anggaran, integrasi
vitas investasi DAN Penanaman Modal unja sistem belum optimal,
Ekonomi | PMA dan SISTEM ng atau penyesuaian
Sektor PMDN INFORMASI kebijakan nasional
Unggula PENANAMA
n N MODAL
Daerah
1.2. PROGRA | Persentase 0 Urusan Jumlah Dokumen 0 Tida Belum terealisasi
5.1. M Pemanfaat Pengelolaan Urusan k akibat keterbatasan
6.1 PENGEL | an Data Data dan Pengelolaan Data Men anggaran, integrasi
OLAAN dan Informasi dan Informasi unja sistem belum optimal,
DATA Informasi Perizinan Perizinan dan Non ng atau penyesuaian
DAN Penanama dan Non Perizinan kebijakan nasional
SISTEM n Modal Perizinan Penanaman Modal
INFORM Penanaman yang Terintegrasi
ASI Modal yang pada Tingkat
PENANA Terintegrasi Daerah Provinsi
MAN pada Tingkat
MODAL Daerah
Provinsi
1.2. Pengolahan, Jumlah Data dan 0 Tida Belum terealisasi
5.1. Penyajian Informasi k akibat keterbatasan
6.1. dan Perizinan Berbasis Men anggaran, integrasi
1 Pemanfaatan | Sistem Pelayanan unja sistem belum optimal,
Data dan Perizinan ng atau penyesuaian
Informasi Berusaha kebijakan nasional.
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Perizinan Terintegrasi secara
Berbasis Elektronik yang
Sistem Diolah, Dikaji
Pelayanan dan Dimanfaatkan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara
Elektronik
1.3. Terwuju Nilai AKIP 78,01 Men Kinerja akuntabilitas
3 dnya unja kategori baik dan
transfor ng menunjukkan
masi konsistensi
tata peningkatan tata
kelola kelola
pemerint
ahan
yang
adaptif,
akuntab
el dan
berintegr
itas
1.3. Indeks 100 Men Standar pelayanan
3 Pelayanan unja publik terpenuhi
Publik ng optimal sesuai
ketentuan.

Sumber : Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, pencapaian
sasaran strategis perangkat daerah secara umum menunjukkan kinerja
yang baik dan dalam beberapa indikator bahkan melampaui target yang
telah ditetapkan.

Sasaran Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan
Daerah menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Hal ini tercermin
dari tingginya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melampaui target yang
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ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi
daerah relatif kondusif serta didukung oleh efektivitas kebijakan
pelayanan dan fasilitasi penanaman modal. Peningkatan realisasi
investasi ini tidak terlepas dari optimalisasi pelayanan perizinan
berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik, serta
percepatan penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Program Pelayanan Penanaman Modal menunjukkan kinerja yang
sangat baik, ditandai dengan tingginya persentase pelaku usaha yang
memperoleh izin sesuai ketentuan. Hal ini mengindikasikan bahwa
sistem pelayanan perizinan telah berjalan secara efektif, transparan, dan
akuntabel. Fasilitasi penanaman modal lintas daerah juga terlaksana
secara optimal dan mendukung peningkatan realisasi investasi.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga
memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam penyelesaian
hambatan dan permasalahan pelaku usaha. Penyelesaian permasalahan
investasi secara tepat waktu berimplikasi langsung terhadap
peningkatan kepercayaan investor serta keberlanjutan kegiatan usaha di
daerah.

Pada sisi lain, Program Promosi Penanaman Modal tetap berperan
strategis dalam menjaga keberlanjutan arus investasi, meskipun
terdapat fluktuasi pada persentase peningkatan jumlah investor.
Penurunan jumlah investor pada periode tertentu dipengaruhi oleh
faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro dan dinamika pasar.
Namun demikian, intensitas dan kualitas promosi tetap menjadi
instrumen penting dalam memperluas jejaring dan peluang investasi.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal secara umum
mendukung terciptanya kepastian berusaha. Meskipun terdapat
beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebijakan,
efisiensi anggaran, atau menunggu regulasi lebih lanjut, substansi
program tetap relevan dalam mendukung daya saing daerah.

Di bidang tata kelola pemerintahan, capaian nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan kategori “Baik” serta Indeks
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Pelayanan Publik yang optimal menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan telah berjalan secara akuntabel, transparan, dan
berorientasi pada pelayanan. Program penunjang urusan pemerintahan
daerah berkontribusi dalam menjaga stabilitas administrasi, pengelolaan
keuangan, serta kelancaran operasional perangkat daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak
terealisasi pada tahun berjalan. Ketidaktercapaian tersebut umumnya
disebabkan oleh efisiensi anggaran, penyesuaian kebijakan, pergeseran
prioritas, maupun mekanisme pelaksanaan melalui skema lain. Kegiatan
yang tidak terealisasi tersebut belum memberikan kontribusi langsung
terhadap pencapaian sasaran kinerja pada periode pelaporan.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan
dapat dinilai efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis,
khususnya dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui
peningkatan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan berusaha.
Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan data dan
sistem informasi investasi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan
kualitas promosi berbasis potensi unggulan daerah guna menjaga

keberlanjutan capaian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait
anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber
daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian

Kinerja diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.2.
5.1.

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

9.573.971.888

8.514.598.381

88.93

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

178.941.900

175.120.637

97,86

Administrasi
Keuangan Perangkat

Daerah

7.543.209.578

6.591.457.587

87,38

Penyusunan Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah

152.756.900

151.725.637

99,32

;_.,_.[Q

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

7.328.531.990

6.378.890.437

87,04

= =N

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA- SKPD

11.300.000

11.300.000

100,00

== N

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

179.280.000

179.280.000

100,00

— =N

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

g | W R Ul RN~ Ul RN R, UlR,R, R U R, =~ U Rk, U

— N

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

10.760.000

9.025.000

83,88
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.1. | Keuangan Akhir
3 Tahun SKPD
1.2. | Koordinasi dan 14.885.000 12.095.000 81,26
5.1. | Penyusunan Laporan
1.1. | Capaian Kinerja dan
4 Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.2. | Pengelolaan dan 0 0 0
5.1. | Penyiapan Bahan
1.1. | Tanggapan
4 Pemeriksaan
1.2. | Pelaksanaan 0 0 0
5.1. | Pengumpulan Data
1.1. | Statistik Sektoral
5 Daerah
1.2. | Koordinasi dan 24.637.588 24.262.150 98.48
5.1. | Penyusunan Laporan
1.1. | Keuangan Bulanan/
) Triwulanan/Semestera
n SKPD
1.2. | Sinkronisasi dan 0 0 0
5.1. | Harmonisasi Pusat
1.1. | dan Daerah dalam
6 Rangka Mendukung
Target Pembangunan
Nasional melalui
Koordinasi Teknis
Pembangunan
1.2. | Koordinasi 0 0 0
5.1. | Peningkatan
1.1. | Partisipasi Masyarakat
7 dalam
Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan

Daerah yang Diampu
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Administrasi Barang 3.219.700 2.450.000 76,09
5.1. | Milik Daerah pada

1.2 | Perangkat Daerah

1.2. | Penyusunan 3.219.700 2.450.000 76,09
5.1. | Perencanaan

1.2. | Kebutuhan Barang

1 Milik Daerah SKPD

1.2. | Administrasi 5.000.300 3.833.350 76,66
5.1. | Kepegawaian

1.3 | Perangkat Daerah

1.2. | Peningkatan Sarana 0 0 0

5.1. | dan Prasarana Disiplin

1.3. | Pegawai

1

1.2. | Pengadaan Pakaian 0 0 0

5.1. | Dinas Beserta Atribut

1.3. | Kelengkapannya

2

1.2. | Bimbingan Teknis 0 0 0

S5.1. | Implementasi

1.3. | Peraturan Perundang-

3 Undangan

1.2. | Pendidikan dan 5.000.300 3.833.350 76,66
5.1. | Pelatihan Pegawai

1.3. | Berdasarkan Tugas

4 dan Fungsi

1.2. | Sosialisasi Peraturan 0 0 0

5.1. | Perundang-Undangan

1.3.

5

1.2. | Administrasi Umum 244.015.850 240.814.505 98,69
5.1. | Perangkat Daerah

1.4

1.2. | Penyediaan Komponen | 603.750 0 0,00
5.1. | Instalasi

58




No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.4. | Listrik/Penerangan

1 Bangunan Kantor

1.2. | Penyediaan Peralatan 0 0 0

5.1. | dan Perlengkapan

1.4. | Kantor

2

1.2. | Penyediaan Peralatan 0 0 0

5.1. | Rumah Tangga

1.4.

3

1.2. | Penyediaan Bahan 6.056.600 6.022.000 99,43
5.1. | Logistik Kantor

1.4.

4

1.2. | Penyediaan Barang 26.615.000 24.134.750 90,68
5.1. | Cetakan dan

1.4. | Penggandaan

S

1.2. | Penyediaan Bahan 1.200.500 1.200.000 99,96
5.1. | Bacaan dan Peraturan

1.4. | Perundang- Undangan

6

1.2. | Fasilitasi Kunjungan 29.140.000 29.109.620 99,90
5.1. | Tamu

1.4.

7

1.2. | Penyelenggaraan 180.400.000 180.348.135 99,97
5.1. | Rapat Koordinasi dan

1.4. | Konsultasi SKPD

8

1.2. | Dukungan 0 0 0

5.1. | Pelaksanaan Sistem

1.4. | Pemerintahan Berbasis

9 Elektronik pada SKPD
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Pengadaan Barang 780.218.842 774.378.863 99.25
5.1. | Milik Daerah
1.5 | Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.2. | Pengadaan Kendaraan | 570.000.000 569.889.000 99,98
5.1. | Dinas Operasional
1.5. | atau Lapangan
1
1.2. | Pengadaan Mebel 0 0 0
S.1.
1.5.
2
1.2. | Pengadaan Peralatan 69.480.450 69.480.450 100,00
5.1. | dan Mesin Lainnya
1.5.
3
1.2. | Pengadaan Sarana dan | 140.738.392 135.009.413 95.93
5.1. | Prasarana Pendukung
1.5. | Gedung Kantor atau
4 Bangunan Lainnya
1.2. | Penyediaan Jasa 711.675.700 626.441.238 88,02
5.1. | Penunjang Urusan
1.6 | Pemerintahan Daerah
1.2. | Penyediaan Jasa Surat | 2.500.000 1.550.000 62,00
5.1. | Menyurat
1.6.
1
1.2. | Penyediaan Jasa 217.776.000 213.491.238 98,03
5.1. | Komunikasi, Sumber
1.6. | Daya Air dan Listrik
2
1.2. | Penyediaan Jasa 491.399.700 411.400.000 83,72
5.1. | Pelayanan Umum
1.6. | Kantor
3
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Pemeliharaan Barang 107.690.018 102.102.201 94,81
5.1. | Milik Daerah
1.7 | Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.2. | Penyediaan Jasa 46.730.000 41.262.383 88,30
5.1. | Pemeliharaan, Biaya
1.7. | Pemeliharaan, Pajak
1 dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
1.2. | Pemeliharaan 3.050.000 2.955.000 96,89
5.1. | Peralatan dan Mesin
1.7. | Lainnya
2
1.2. | Pemeliharaan/Rehabili | 48.927.700 48.902.500 99,95
5.1. | tasi Gedung Kantor
1.7. | dan Bangunan
3 Lainnya
1.2. | Pemeliharaan/Rehabili | O 0 0
5.1. | tasi Sarana dan
1.7. | Prasarana Gedung
4 Kantor atau Bangunan
Lainnya
1.2. | Pemeliharaan/Rehabili | 8.982.318 8.982.318 100,00
5.1. | tasi Sarana dan
1.7. | Prasarana Pendukung
S Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
1.2. | PROGRAM 0 0 0
5.1. | PENGEMBANGAN
2 IKLIM PENANAMAN

MODAL
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Penetapan Pemberian 0 0 0
5.1. | Fasilitas/Insentif
2.1 | dibidang Penanaman

Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah

Provinsi
1.2. | Penetapan Kebijakan 0 0 0
5.1. | Daerah dalam
2.1. | Pemberian
1 Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan

Penanaman Modal
1.2. | Fasilitasi Kemitraan 0 0 0
5.1. | yang dilakukan oleh
2.1. | Pemerintah Provinsi
2
1.2. | Rekomendasi 0 0 0
5.1. | Kebijakan Sektor
2.1. | Usaha yang
3 Regulasinya

Diharmonisasi Terkait

Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko
1.2. | Pembuatan Peta 0 0 0
5.1. | Potensi Investasi
2.2 | Provinsi
1.2. | Penyusunan Rencana 0 0 0
5.1. | Umum Penanaman
2.2. | Modal Daerah Provinsi
1
1.2. | Pemutakhiran data 0 0 0
5.1. | potensi investasi
2.2. | daerah pada Sistem
2 PIR (Potensi Investasi

Regional)
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No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

287.474.534

287.304.543

99,94

Penyelenggaraan

Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah

Provinsi

287.474.534

287.304.543

99,94

—= = N

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Kewenangan

Provinsi

265.020.000

265.000.000

99,99

— = N

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman
Modal Kewenangan

Provinsi

22.454.534

22.304.543

99,33

— N

PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

478.036.210

Rl e o T L Rl B A L

—= o= N

Penanaman Modal
yang Ruang
Lingkupnya Lintas
Daerah

Kabupaten/Kota

478.036.210

463.550.050

96.97

= b~ 1 =
—= = N

Penyediaan Pelayanan
Perizinan Berusaha
melalui Sistem
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi secara

Elektronik

93.018.110

78.902.410

84.82

Nk g e
—= = N

Pemantauan, Analisis,
Evaluasi, dan

Pelaporan di Bidang

148.985.000

148.863.317

99,92

63




No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
1.2. | Penyediaan dan 236.033.100 235.784.323 99.89
5.1. | Pengelolaan Layanan
4.1. | Konsultasi Perizinan
3 Berusaha Berbasis
Risiko
1.2. | Penanaman Modal 0 0 0
5.1. | yang Menurut
4.2 | Ketentuan Peraturan
Perundangan-
Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah
Provinsi
1.2. | Penyediaan dan 0 0 0
5.1. | pengelolaan Layanan
4.2. | Konsultasi Perizinan
1 Berusaha Berbasis
Risiko
1.2. | Penyediaan Pelayanan | O 0 0
5.1. | Perizinan Berusaha
4.2. | melalui Sistem
2 Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi secara
Elektronik
1.2. | Pemantauan, Analisis, | O 0 0
5.1. | Evaluasi, dan
4.2. | Pelaporan di Bidang
3 Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
1.2. | PROGRAM 166.387.300 164.150.000 98.66
5.1. | PENGENDALIAN
5 PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Pengendalian 166.387.300 164.150.000 98.66
5.1. | Pelaksanaan
5.1 | Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Provinsi
1.2. | Pengawasan 14.339.400 13.011.700 90.74
5.1. | Penanaman Modal
5.1.
1
1.2. | Penyelesaian 152.047.900 151.138.300 99.40
5.1. | Permasalahan dan
5.1. | Hambatan yang
2 dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya
1.2. | Bimbingan Teknis 0 0 0
S5.1. | kepada Pelaku Usaha
5.1.
3
1.2. | PROGRAM 0 0 0
5.1. | PENGELOLAAN DATA
6 DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN MODAL
1.2. | Urusan Pengelolaan 0 0 0
5.1. | Data dan Informasi
6.1 | Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman
Modal yang
Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Provinsi
1.2. | Pengolahan, Penyajian | O 0 0
5.1. | dan Pemanfaatan Data
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

6.1. | dan Informasi

1 Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara

Elektronik

Sumber : DPA Perubahan DPMPTSP Prov Sultra 2025

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel realisasi anggaran, secara umum pelaksanaan
program dan kegiatan pada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara
menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup optimal.

Program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Provinsi sebesar
Rp9.573.971.888 terealisasi Rp8.514.598.381 atau 88,93%. Realisasi ini
menunjukkan bahwa fungsi administrasi dan operasional perangkat
daerah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat efisiensi pada
beberapa sub kegiatan.

Pada komponen administrasi keuangan perangkat daerah, realisasi
mencapai 87,38%, dimana belanja terbesar terdapat pada penyediaan
gaji dan tunjangan ASN dengan capaian 87,04%. Sementara itu, kegiatan
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah menunjukkan
kinerja sangat baik dengan capaian hingga 97,86%, bahkan beberapa
sub kegiatan mencapai 100%.

Administrasi umum perangkat daerah juga menunjukkan kinerja
yang sangat baik dengan realisasi 98,69%, termasuk penyelenggaraan
rapat koordinasi dan fasilitasi kunjungan tamu yang hampir terealisasi
sempurna (di atas 99%). Pengadaan barang milik daerah bahkan
mencapai 99,25%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan belanja modal.

Pada sisi pelayanan inti, Program Promosi Penanaman Modal

terealisasi sebesar 99,94%, mencerminkan komitmen kuat dalam
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mendukung peningkatan investasi daerah. Demikian pula Program
Pelayanan Penanaman Modal mencatat realisasi sebesar 96,97%,
terutama pada kegiatan pemantauan, evaluasi, dan layanan konsultasi
perizinan berbasis risiko yang hampir mencapai 100%.

Selain itu, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
terealisasi sebesar 98,66%, dengan kegiatan penyelesaian permasalahan
pelaku usaha mencapai 99,40%, yang menunjukkan dukungan aktif
pemerintah dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Adapun beberapa program seperti Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal belum memiliki alokasi anggaran pada tahun
berjalan, sehingga tidak terdapat realisasi.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran pada tahun ini
menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, terutama pada program-
program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pengendalian
investasi. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan

perizinan serta penguatan iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara
Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi
Tenggara Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang
baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara
Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi

Tenggara tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Sulawesi Tenggara memiliki 3 sasaran strategis dengan 2 sasaran
strategis tercapai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai.

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara
adalah keterbatasan alokasi anggaran pada sebagian program
strategis penanaman modal, serta keterbatasan sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang investasi dan

perizinan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas
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kabupaten/kota yang belum sepenuhnya optimal serta dinamika

perubahan regulasi turut mempengaruhi kecepatan dan

efektivitas pencapaian target kinerja.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu
dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pada program
strategis penanaman modal agar lebih fokus pada pencapaian
indikator kinerja utama.

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan
dan pelatihan teknis di bidang investasi serta perizinan berusaha
berbasis risiko.

3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah
pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan
pengendalian penanaman modal.

4. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi serta
data potensi investasi daerah secara lebih akurat dan mutakhir.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan agar lebih cepat,
transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan efektivitas
dan efisiensi anggaran.

7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi

langkah-langkah perbaikan diatas.

69



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara
kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun .

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal :18 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANT] RPADU SATU PINTU PROVINSI

NIP, 19670106 199703 1 004C
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025
Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

ZEMPTS P

riaranen Tovats Sonrine SULTRA

PERJANJIAN
KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROV.SULTRA

TAHUN 2025

71



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2025
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kualitas
iim usaha dan Jumiah realisasi investasi PMA dan PMDN 22.5 Triliun
investasi PMA dan
PMDN
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Milai AKIP PD DPMPTSP BB
Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas T :
pelayanan Publik Milai Pelayanan Publik PTSP A=)
ANGGARAN
NO. PROGRAM
(RP)
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman 50.000.000 -
Modal

2. Program Promosi Penanaman Modal 1.155.000.000,-

3. Program Pelayanan Penanaman Modal 807.138.000.-

4 Program Pengendaliaan Pelaksanaan 168.585.800 -

Penanaman Modal
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 9.186.982.537 -

Daerah Provinsi

Jumilah

11.367.706.337,-

MAYJEN TNI (Pumn.) ANDI SUMANGERUKKA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

-
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2025
KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIEATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai AKIP PD DPMPTSP EE
Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas - .
grainya & Nilai Pelayanan Publik PTSP A ()
pelayanan Publik
Program Kegiatan TARGET
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peranghat Daerah 3 Dokumen
Administrasi Keoangan Peranghat Daerah 1 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranghat i
Daersh
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah I Dokumen
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan | Administrasi Umum Perangkat Daerah & Dhokumen
Daergh Froviml Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
3 Dokumen
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dkumen
FPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urasan e a——
FPemerintahan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
NO Kegiatan Sub Kegiatan Anggran (Rp)
Penyusnsnan dokumen perencanaan peranpkat daerah 191.445.200 -
Perencanaan,
1 | Penmanggaran, dan | oo sdinasi dan Penyusunan Dokumen REA-SKPD 58.917.099 -
Evaluasi Kinerja -
Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan )
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.145.000,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASM 6.267.706.336.-
- . Penyediaan adminisirasi pelaksanaan tugas ASN 179.280.000. -
Administrasi
2 | Keuangan Perangkat | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 10.760.000,-
Daerah SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan,
Triwulan dan semesteran 40.250.000, -
3 J:{?:}:n;}::::]h I:::::K :in];,ﬁwnan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 7.499.750.-
Perangkat Daerah )
Administrasi e ) . - ) o
¢ | Kepegaweien ]]jz:d:ELlLkan dan Pelatihan Pepawai Berdasarkan Tugas dan 50.316.000.-
Peranglkat Daerah B=
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Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

banguanan Kamtor 5.250.000.-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000.-
Administrasi Umum | Pemyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.424.999 -
Permngkut Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.998.000
undangan ¢ : e
Fasilitasi Kunjungan Tamu 45.540.000,-
Pemyelengparaan Hapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000,-
Penpadaan Barang Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 650.000.000.-
fe:Lkn_;:li;gaLlhrusm Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 208.000.000,-
Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan l-"m_s.a:ana Pendukung Gedung 132.813.512.-
Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyodioan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.000.000.-
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48471738~
Pemerintahan
Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 377.119.700.-
Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 118.950.000
Barang Milik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan S
ﬂaerah Penunjang Pemeliharaan peralatan dan mesin laimya 10.370.000 -
rusan
Pemerintahan PF_:I'I'LEJ iharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banpuanan 30.125.200.-
Daerah lainnya
JUMLAH 8.793.795.3558.-
Kendari, 2 Januar 2025
i Pihak Pertamna
| ¢ L. SE, M.8i

Pembsina Utambk Mueda Col. IV /e
Nip. 19771014 200312 1 007
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Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah
Tahun n (Jika Ada)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN GUBERNUR SULAWES]
TENGGARA

Wi Tl
o
% in

re

g

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

& Dalam WA mewujudkan manajemen pemerintahan yang cfektif, transparan dan
untabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama Parinringi, SE., M.Si.

Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MAYIJEN TNI (Pum.) ANDI SUMANGERUKKA
Jabatan : Gubemur Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 1 November 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
T
MAYJEN TNI (Purn.) ANDI SUMANGERUKKA PARINRINGI, SE., M.Si.
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2025
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025
: Meningkatnya iklim Nilai Realisasi Investasi Rp 13,28 Triliun

investasi yang kondusif | PMA/PMDN

E—

No. | PROGRAM ANGGARAN (RP)
Program Penunjangurusan P, intahan
) A D 9.573.971.888,00
vinsi
2 | Program Promosi Penanaman Modal 287.474,534,00
Program Pelayanan Penanaman Modal 478.036.210,00
4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 166.387.300,00
Jumlah 10.505.869.932.00
Kendari, 1 November 2025
GUBERNUR SULAWES] TENGGARA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
™D
MAYJEN TNI (Purn.) ANDI SUMANGERUKKA PARI NGA, SE., M.Si.
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Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)
Diisi matriks Renstra DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU selama 5 tahun

Tabel 4.2 Rencana, Pr

ogram, Keg

jatan, dan Pendanaan Perang

at Daeralh DPMPTSFP Prov. Sultra Tahun 2025-2029

Cakupan
Terpenuhinya Pelayanan SEKR
pemunjang pelayznon Penunjang 76,32% gr5ew | POTSE | piapee | 204005 |entim | 24775 | earas | 226775 | 9737 | 230855 | 10000 | 232855 | ETAR
urugan pemerimighan | Uusan 1l 32,632 12 632 12632 32,632 232 | SFF
daerah provinsi Pemerintahan T i ! B - TK
Daerah Provinsi
Perencanaan,
Penganggaran,
dan ;::‘“" 2.6RR.53 281524 1.571.90 2.380.87 2,139,346
Evalunel Kinerfa 5237 9161 2.002 6826 9,731
| Peranghkat Daerah
Jumlsh
i - Diokumen
;mm::ﬁl. M| Perencanaan PERE
Penganggaran | 11 17 158.244. | 19 19 10 1% 1o
penganggaran, dan 2 6RE.53 281524 2.573.00 2.350.87 213036 | NCA
evaluas! kinerja E}L'Ej.:luasi Diokumen Dokumen | S0 Dokumen 5337 Dokumen o161 Dokumen 1007 Dokumen 626 Dokumen @731 HA
perangkat daerah. Perangk
Daerah
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Tabel 4.2, Rencana, Program, Keg

jatan, dan Pendanaan Perang

at Daeralh DPMPTSFP Prov. Sultra Tahun 2025-2029

Cakupan
Terpenuhinya Pelayanan SEKR
pemunjang pelayznon Penunjang 76,32% gr5ew | POTSE | piapee | 204005 |entim | 24775 | earas | 226775 | 9737 | 230855 | 10000 | 232855 | ETAR
urugan pemerimighan | Uusan 1l 32,632 12 632 12632 32,632 232 | SFF
daesah provinsi Pemerintahan S : : - = TH
Daerah Provinsi
Perencanaan,
Penganggaran,
dan ;::*“‘ 2.6RR.53 281524 1.571.00 2.380.87 2,139,346
Evalunel Kinerfa 5237 9161 2.002 6826 9.731
| Peranghkat Daerah
Jumlsh
i ok Diokumen
';erenc::'::l. | Perencanaan PERE
Penganggaran | 11 17 158.244. | 19 19 10 1% 1o
penganggaran, dan 2 6RE.53 281524 2.573.00 2.350.87 213036 | NCA
evaluas! kinerja E}L'Ej.:luasi Diokumen Dokumen | S0 Dokumen 5337 Dokumen o161 Dokumen 1007 Dokumen 626 Dokumen @731 HA
perangkat daerah. Perangk
Daerah
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Pemyusunan Diokumen
Perencanaan Perangkat
Dasrah

Jumilah
Diadcurnen
Perencanaan
Perangkat
Diaerah

2 Dakamen

Diokumen

132.058.
ano

Dakumen

512052,

—

-
-1

5

Dakumen

SE0L154.

176

Dusumen

495 BER.

Dokumen

463 B15.
265

Dipdsmen

433,509,

D

FERE
NCA
NA

Foondinasi dan
Pemyusunan Dokunen
EKA-SKPD

Jumlah
Darumen BREA
SHPD dan
Laporan Hasil
Koardinasi
Permyusunan
Dobumen REA
SKPD

2 Dokamen

Diokumen

11.300.0

Dakumen

IGT. 709,
S26

Dakumen

IB5.RII.

16

Durkumen

351.346.

Td6

Dokumen

319473,
2o

Dipdksmen

289.257.

720

FERE
NCA
NA

Koordinasi dan
Pemyusunan DF &
SKPD

Jumilah
Dobumen DFA
SKPD dan
Laparan Hasil
Koordinasi

F ]
Dobumen DFA
SKPD

2 Dakamen

Diokumen

Dakumen

58274,
G2

k!
Dakumen

IT63E].

B 1]

Dusumen

341916,

T35

Dokumen

110,043,
o9

Dipdsmen

279,827,

70

FERE
NCA
NA

Koordinasi dan
Pemyusunan Lapsaran
Capadan Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laparan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laparan
Hansil
Kaoordinasi
Pemyusunan
Laparan
Capaian Kinegja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

5 Laporan

6 Laparan

14.885.0

5 Laporan

A56.653.

5 Lapomn

I74.755.

405

5 Laporan

340290,

124

5 Laparan

MIB416.
s

5 Laparan

27H.HH.

PERE
NCA
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Jumlah Dats

Statistik

Sekioral Daerah
P a | Tl pexe
Statbstik Sekinral Dikumnpulkan 3 Data 343270 | 3 Data IGL3IRL. | 3 Data 126.916. | 3 Data I95.0d3. | 3 Data 264.827. | NCA

- dan Diperikss el ] Gl6 T35 one T NA

Daerah

Lingkup

Perangiai

Diaerah

Jumlah Berita

Myara Hasil

Sinkronisasd dan

Harmunisasi
Simkronisasi dan Pusat dan
Harmonisasi Pusst dan Diaerah dalam
Daerah dalam Rangka Rangla . - o i e FERE
Mendukung Target Mendukung LBerita | qonoyg [ LBerila | gop am .:;Eal-r:“ 343 916, lﬂ":"‘ 312043, lf::“ 281827, | NCA
Pembangunan Masional | Target G2 16 T35 L1 TH NA
melalul Koordimasi Pembangunan
Teknis Pembanguman Plasional

medalui

Koardinasi

Teknis

Fembangunan

Jumlah Subdansi

Kuoordinasi

Peninglatan
Koordinasi Peningkatan | Partisipasi
Partisipasi Masyarakat Masyarakat 1 1 1 1 1 PERE
dalam Penyelenggaraan | dalam S 190279, S JOR.3R]. i 373916, : 347043, : 311827, | NCA
Uiaat Pstiecutat T Suhstansi 26 Suhstansi . Substansi T35 Eubstansi 09 Substans - A
Daerah yang Ddampa n Ursn

Pemerintahan

Diaerah vang

Diiampu
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Aulminisdrasd

E.105.59 T1.486.2 125361 13.473.4 14.518.6 157087
cuanan Perpagkat 7.162 67.241 15574 39869 46199 60515
Jumlah KEL
. Duskcurmen ANG
Tersedianya dukumen
adinierse besangan | ok | i BA05.59 | 38 14862 | 125360 | 28 134734 | 22 145188 | o 157087 | ANE
Keuangan Dakumen Dokumen | 7182 [Dakuamen Dakumen = Duvkumen Dokumen Diokummen EMDY
peerangkat daerah Peranghal &7.241 15874 39,889 4B 1549 0535 AHA
Diaerah RA
KEL
. . Jumlah Orang ANG
Pempediaan Gaji dan 3l 113 111 = 111 1o 108 10z f
e bt |5y | gt | 12 | gt | 2709 |G | 975 | g | 219210 | Gy | 2007 | g | 2207 | AN
ASN T eSS n an an an an an am AHA
R
Jumlah KEL
Pemyediaan Durkurnen Hasil ANG
Ml mistrasi Pemyediaan 12 1z ITO.ZR0. | 12 12 12 12 12 ANB
Pelaksanaan Tugas Aulminiserasi Dakumen Dokumen | 000 Dakumen E;'Ilﬁ' Dakumen gL Daokumen xg.?ﬁa. Dokumen i:gﬂ-ﬁ?‘ Dipkumen :;g'ﬁ"" EMD
| Pelaksanaan - i i AHA
Tugas ASMN R
Jumlah Laparan
Keuangan Akhir
Tahun KPP KEL
Kaoprdinas dan dan Laparan ANG
;;W:;TREL':“T“;W o i I Laporan | 1 Laparan | M7 |1 Lapocan 311754, | | Laporan | 320456, | | Lagoran | 295391 | 1 Laporan | 263517, | 1 Laperan | 213,302, .
SKFD Pemusunan AHA
Laparan R&
Keuangan Akhir
Tahun SEPDY
Jumlah KEL
O ?u:::m I 1 1 1 1 :31':1'1
Fenyiapan Bahan I Dokumen SE2A49. , BO0.55]. , S66.0RG. . 534.213. S03.5997, .
Tanggapan Pemerikszan Tangyapan Dakumen w7 Dakumen - Duskumien: 756 Dokuman 030 Dipkuemen — iﬁa

Pemeriksaan
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Lanjut

Pemeriksaan
Jumlah Laparan
Keuanyan
Bulanan/
TriwulananSem
Kaordinas dan esieran SKPD P
Penyusunan Laparan dan Laparan
Km“}:rlaan BI.I'.IF'::I'Ir K-lmdiz:.sl 12 Laporan - LA TR |12 3205 . A3B.632. — 304, 166. = 272.293. . 242,077, ANE
Trivaalaran/Semesteran | Permusnan Eleta || e T Lapoman | g, Lapoman | ggs Laparan | 439 Laparan | g3 i
SKFD Laparan FA
Famangan
Bulanan/Triwul
anandSemestera
n SKEPD
Hﬁl.kl:bﬂ‘ill:hh e :.ZII.TG :.Erl!lji' :.:BIE.BS :..HE.,IZ ;J'liﬂ :.I.Sﬁ.ﬁ
Peranghat Daerah
Jumlah FERE
Temsedianya dokumen ﬂtﬂﬁﬂ mi’;
administrasd barang Barang Milik I Dokamsen 1 3.218.70 | 1 354187 |1 1R95.83 | 1 428542 | 1 4713486 | 1 5.185.35 ENG
milik daerah pada Dokumen | 0O Dokamen | O Dakumen | 7 Dusbumnen | 1 Dokumen | 3 Dikumen | 9
faraa et LAt Diaerah pada URLS
Perangkai BAR
Diaerah AMNG
FERE
Femyusunan Jumlah Bemcans mi’;
Perencanaan Kebuiuhan | Kebuiuhan I Dokamsen 1 3.218.70 | 1 354187 |1 389583 | 1 428542 | 1 4713486 | 1 5.185.35 ENG
Barang; Milik Daerah Barang Milik i Dokumen | 0O Dakamen | O Dakumen | 7 Dudumen | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 9 IJ-R'L"'E
SKFD Daerah SKPD :
BAR
ANG
Aalministrasi 5.000.30
Kepegawaian L1X6.0% 1.765.96 1.587.57 L4995 1.400.30
Peranghat Daerah g SOED T.IEN 12137 LOSY 5.159
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EASL

Jumlah BAG
, Dukcurnen 415 1N
Tersedianya kebutuhan
Aulminisirasi 14 1 5.00030 | 7 5 - 7 9 9 M &
krprlm] el ol IR Dokumen | 0 Duakumen :‘Enﬁm Dakumen .llr';g;'“ Dokumen ;ﬁ;j? Dikumen :';:;'95 Dokumen ;":'2;'3“ KEPE
Perangkat : o i . : GAW
Diaerah ALAN
PPTE
Jumlah Undt Az
Peni I L
Peninghatan Sarana dan 5 nﬂj:;m LInAL
Prasarana Disiplin 3 Unit 495,437, M &
Prasarana . - . -
Feppwai Disinli i 1] KEFE
siplin CAW
ALAN
EASL
BAG
Pakse ]
Pengadaan Pakadan ]Purnlr:.n Dinﬂlﬁ :[h;:'
Drinas Beserta Adribut . 4 Paket 2 Paket 633027, | 2 Paket G51.13%. | 2 Paket Bl1E674. | 2 Pakel SR4.BOD. | 2 Paket 554,585,
el Beserta Atribut 270 260 o7e 151 053 KEFE
CIgEMEAnE Yk Kieleaghanan 3 : CAW
ALAN
JPPTE
Jumlah Pegawai EASL
Pendidikan dan ok o
Pelatihan Pegawai A 5.000.30
Berdasarkan T da Fungsd yang 2 Cirang 1 Orang 0 5 Orang 519437 | 10 0rmng | 5375340 | 15 Omng | 503.074. | 200mng | 470000 | 20 Omng | S40.985. | M &
F; I" UERSEAN gkt 70 260 07e 151 053 KEFE
= Pemdidikan dan GAW
Pelatihan ALAMN
Jumblah Cirzing FASL
BAG
vang hengikuti LML
Sosializasi Peraturan Sosdalisasi
50 Orang 484187, | 50 Orang 50228%. | 50 Orang d6T.B24. | S00mang | 4350500 | 50 Omng | 405735, | M &
Fecimimrlindangan| | (Ferihsia 270 260 078 151 053 KEFE
Perundang Unda = ! -
- Ga
i ALAN
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Jumlah Orangy

g s
Bibis e Tekis e LML
Implementasd Peraturan Iinglesnentas] ; 0 Orang TS, O{H0, 0 h . . M &
Perumdang-Undangan [l KEFE
Peraturan CAW
Fremnctinc ALAM
LUindangan
Aulminisirasi Umom 207.823. ZRO.1TH. DRI 260. 322 324, F14.056. 339438,
w Draerah 350 ThD 136 630 (L] 619
EASL
Jumlah BAG
Dudcumen LindL0
Tersedianya kebustuhan Mudministrasi 103 45 2T B25. | 48 ZROITE. | 46 DRLZED. | AT 322324, | 46 314.036. | 45 339.430. | M &
wmum perangkat daerab | Unum Dakumen Dokumen | 350 Dakamen | TED Dokumen | 436 Dobumen | 630 Dokumen | 018 Dokumen | 619 KEPE
Feranyhkat GAW
Daerah AlAM
PPTE
Jumnlah Padst EASLT
Kompooen BaAG
prenediaan Kompones | lastalasi LIMU
Listrik/Penerang 1 Paket 1.070.75 | | Paket 5000000 | 2 Paket 10.000.0 | 1 Paket S.00000 | 2 Paket 10.000.0 | 1 Paket 5.000.00 | K&
ListrikPenerangan
Hlaggincin FCArdow an Bangunan 0 0 [x] o [l1] 1} KEFE
Kantor yang GAW
Dlisesdiakan AlAN
KASL
Jumlah Paket E:d?_'l
Pemyediaan Peralatan Feralalan dan
ttan Perlengkapan Perlengkagan BPaket | 30.750.0 2Paket | 40,9282 kel
Kantar Kantor yang 1} a0
Disediakan LA
ALAN
FPTE
EASL
Jumlah Paket 2
Penyediamn Peralatan 5y % Paket | Paket | 250000 CLi
Rumah Tangga R b T o LindLD
urmah Tangs W &
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VANg KEFE
Disediakan GAW
ATAN
PPTE
KASL
BAG
Jurnlah Paket LML
Eﬁf’;“nﬂ;““ m];:f:m Z Paket 2 Paloet 605660 | 2 Paket 666226 | 2 Paket TAZHAE | 2 Paket E.DELAS | 2 Paket BEATAG | 2 Paket 9.754.21 ;‘E&};E
Disediakan d l i ¥ B J GAW
AIAN
FFTE
KASU
Jurnlah Pakel BAG
Penyediaan Barang e At :{h;;l_"
Cetakan dan % Paket 3 Paket 216500 | 3 Paket FAEIS0 | 3 Paket P6.196.5 | 3 Paket FHAIGD | 3 Pakel F1697.7 | 3 Pakel 348675
Feoggindaie Pesjipndiin o 0 0 50 £5 12 FEEE
Vang GANY
Disediakan AIAN
PPTE,
Jurnlah KASL
Dhskumen BAG
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan 14 14 14 14 14 1" 1 LinL
g:::‘;::“g:;ﬂ: g::ui:;;““ Dokumen | Dokumen ;'E“E'W Duakumen 5'555' 0| P e [l:lle.us Duburmen g'ms"E Dokumen f'ms'" Dikimen :"‘2”] ;‘EE;E
Undangan yang GAW
Disediakan ATAN
KASL
o ) Jumlah Laparan E:‘I?_"
i:ﬂm Kunjungen ;“:r'l'l::::m 12 Laparan ]Lipmn Z7.540.0 |l_ip.m 30.284.0 :_‘:Pmm 3.323.4 ]'_iymm 6557 Epmn 403213 ]Lipum 443534 | M &
i} 0 0 ai 14 15 KEFE
Tamu
GAW
AIAN
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Penvelenpsaraan Rapat SEKR
Koedinas dan mml dary | B8 Laparan 1]_: o | 150.000. ll_ipcm 165000, Il_ipmn 181.500. ]'_:m 199,650, ]]_E 210,615, 11_2 241.576. | ETAR
Kuomsullasi SKPD & par 000 0 [ () et g AN 5ng 15
Konsultasi
SKPD
Jumnlah
Dubrurnen EASL
Dhk BAG
Drukungan Pelaksansan UKuagan
Sistem Pemerintaban ek fndda 1 1 | 1 1 1 L
Berbasis Elekironik Shiten Dinkumen Dakumen 100000 Dakumen L0 Dabsumnen LML Dinkumen LI Dinkumen LACLILSY R
g Pemnerintahin 0 il 0 0 0 KEFE
pada Berbais GAW
Elektronik parks ALAN
SHFD
Pengaidasn Barang
Lt THZ.963, 27176 234407 2.206.31 LO7RHZ 1.5H6.49
Tenxiphng Tcusan 512 THET SH4T 5123 0219 2.5H0
Pemerinish Daerah 3
Jumlah
Dubrurnen
Tersedianya Lebistuhan ffh;nﬂ“‘i"u . SEKR
barang milik daerat Diaerah 4 Dokumen ; THZ.063, ':hku 137176 4|:mku | 23407 ;ﬂhu | 220831 T’.‘Iul | 2oz ';m 1.586.49 gwﬂf
s e i Permmjang st Y (5 el FE 1 5 gar MER ] 5 123 e TR T i T
peEmerintah daerah - TK
Lirusan
Pemnerintah
Diaerah
Jurnlah Unit
Fendaraan ;i‘l:
Pengadaan Eendaraan Dimas PENG
Dirses Operasional atza | Operasional 15 Unit 1 Unit ST0.000. | 4 Unit 419018, | 4 Unia 43R020. | 4 Unit 403555, | 4 Unat ITLEEL. | 4 Unit 341466, | o
Lapangan atau Lapangan ofa 156 1dfh {1k 339 039 AT
Yang
e FTE
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BAT

Jurnlah Paket PENG
Pengadaan Mebel Mebel yang 4 Paket | Paket 44908, | | Paket 46E.020. | 1 Paket 433555, | 1 Puket JHLGE L ADA
Disediakan 156 246 0465 139
ANP
FTK
Fuenksh Ussit ;i‘:
FPeralatan thn
1T$ f:d':::" Mesin Lainmya | 78 Unit & Unit BOIS00 | 43 Unit | 955916 | 5 Unit G74.0240. | 5 Unia 435 555, | 5 Unit G751 | 5 Unit K77 b6, iiT
yang i} 156 246 0465 139 039 ANP
Disediakan
FTK
Jurnlah Unit
Sarana dan FEIA
Pengadaan Sarana dan Prasarana BAT
FRE A Peadh g g 2 Unit 1 Unit 132813, | 1 Unit 446,003, | 1 Unit 464.115. | 1 Unit 429649, | 1 Unit 7776 | 1 Unit 367.560. | PENG
Creslump, Kamdor atan Certlung Kamtar 512 110 L g i a0z A
Bangunan Lainmya itau Bamgunan - ANT
Lainnya yang FTK
Diisediakan
Penyediaan Jass
Pemmjany Urusan F04.001. 1366.25 140245 1.333.52 126977 1.209.34
Pemerintahan Daerah E 1137 5117 4755 7.303 6,703
Jurnlah
Discurmnen
Tersedianya jasa Peryediaan Jasa a o 3 g 9 q SEKR
wnjang urisan - & Dokumen 564001, 1.366.25 1.402.45 1.333.52 1.269.77 1.19.34 | ETAR
Em-lmfh daerah u.-uu'rll " o L L L et | Dot {1 e Haurienl | a0 Hatsen s 15
Pemerinkah
Diaerah
KASL
BAG
- Jumnlah Laparan LikAL
:::3‘“’:“ Joca Surt | ediaan Jasa | ZLaporan | 2 Laporan | 4.000.00 | 2 Laporan | 4.400.00 | 2 Laporn | 4.400.00 | 2 Laporan | 4.400.00 | 2 Laporan | 4.400:00 | 2 Laporan | 440000 | M &
o Surat Memyural 0 0 i} 0 0 i KEFE
GAW
ATAN
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Jumlah Laparan EASL
Pemyediaan Jasa BAG
Pemyediaan Jas Fomunikasi, LB
Komumnikasi, Sumber Sumber Daya 3 Laporan 3 Laporan | 216.982. | 3 Lapomn | 734,142, | 3 Laporan | 752244, | X Laporan | TI7.77% | 3 Laporan | 6BS.%05. | 3 Laporan | 655600, | M &
Dana Adr dan Listrik Air dan Listrik o7z 2 [ Tl 9RS GBS KEPE
Vang Gasy
Digediakan ALAN
Jurnlsh Laperan e
Pemyedizan Jas LR AL LML
Pelayanan Umum i O 4 Laporan 4 Laporan | 373.018. | 4 Lapomn | 627.70R. | 4 Laporan | 645800 | 4 Laporan | 611.345. | 4 Laporan | 579.471. | 4 Laporan | 549.256. | M &
Kamtar - THO 135 125 g 118 a1s KEFE
- GAW
Disediakan ATAM
Pemeliharaan Barang
:";“i.-iﬁull’rn.ﬁn B5.315.2 L.I5T.RY 134K 40 L7607 L0670 HeS.632.
on 630 3580 T.675 .5 545
Pemerintahan Daerah
Jumilah
Duskcurmen
Temeliharanya harang P:m:lﬂlh:;;: SEKR
:::::::;;’:::‘j“’“ Diaerah 5 Dokumen f:. A B5.315.2 ;j]qkurrmn 125750 fhkmm 1.34R.40 ;hmun 117607 ';mmn 1.016.70 _;uxm BA5.632. g:f
Perunjang ok 163 1580 T.675 o.045 545
taerah TK
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Pemyediaan Jass Kendaraan E:éu
Pemeliharan, Biaya Dinas LML
Pemelihanan, Pajak Oiperasional e
an Perizinan atau Lapangan 5 Unit 15 Unit 51.53000 | 16 Unn 277492, | 20 Unit 295594, | 24 Unit 261.12%. | 28 Unit 229,255, | 22 Umit 159,040, KEFE
Kendaraan Dinas vang Dip=lihara o iRz I 191 65 165 AW
Operasional atan dan Dibayarkan
. ALAN
Lapangan Fajak dan TETE
Perizinanmya i
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EASL

BAG
Jurnah LML
B Il e 12 Unit Z3Unt | 366000 | BUnit | 224835 | umit | 242037 |23 Unit | 0847 | 23umie [ 17eses | 23umie | weass | ME
iflan Mlesin Lainmya Blesin Lainmya o 187 171 141 S6E 165 KEFE
vang Dpelihara GAW
ATAN
PPTK
KASU
Jurnbsh Gedurg BAG
PemelllariinFishahilis | T-anbor dan a"';”
4 Gioudng Woiibor din. | Lt 1 Unit 1 Unit 3001252 | 1 Unie 253047, | 1 Unig 272444, | 1 Unig 237.583. | 1 Uit 5710, | 1 Unit 175.404.
Bangunan Lainmya [ iy yisig o 1z 9z 911 TE HES LA
Dipelfhara/ Dhire GAW
huabilitasi AIAN
FPTE
D — BAG
Pectellharsan/Rakahilits | S Erisac LB
£] Barans di Pricarkng || 2 g FMnine . . . . ) M &
atau Banguran | 1 Unit I Unit 2500609, | I Umia 268911, | 1 Umia 234446 | 1 Unit 02572 | 1 Uit 172.357.
Creclump Kamdor atan . . EEFE
& i Lainnya yang 382 72 191 465 165 et
R KM A4 e AIAN
huabilitsi pred
Jurnlah Sarana KASU
Pechwllharsan/Fakabilita | S Freami AL
e | Pendukung LML
Peodidkus g Gedung g Kaaar |y ey I Unit 150K0. | 1 Uit 26B011. | 1 Unis 234446, | 1 Unit W2.572. | 1 Uit 12357, | ME
Kantor atau Banguran | 1750 S0 382 72 191 465 165 it
B mnya ang
L Dipeelihara/Dire ATAN
huabilitasi FPTE
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PEMNA

TA
KELD
. Realisasi Tatal L
hdendngkatnva - PEMMA
e erat] perhadap Target 23,05% 20,18% | S0u000.0 20.18% | 7100000 20,18% | 176000 20,18% | 1710000 20,18% | 199.100. 20,18% | 196.410. MAM
Trrvestasi (1 [ 0o i) oo g AN
MO
ALTP
T
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Tnsentil
THbidaag Penauarss 10000, 110000, 1210 132,100 L6410,
Bisdal yaog Meajadi 00 00 0 000 i)
Kewenangan Daerah
Provins
ANA
LIS
Jumnlah KERL]
Duslumern AEA
Ditetapkanmnya Penetapan W/FE
pemberian Pemberian MAT
Easdl s insentif Fasilitaw Tnsentif 3 2 2 3 2 A
dilrdang peramaman Dihidang | Dikusmen 4100000 1 10U 121000, 133,100, 146.410.
okl ehrig it oty Daobumen P Dokumen o Diokummen o Dokumen 000 Dokumen ang E!ELLG
kewenangan daerah Modal vang PEMA
prarvinsi BMenjadi MAM
]"\I‘.WHI.EIIW m
Daerah Provinsi WIOD
AL
Penetapan Kebijakan ]‘up m:‘n E.F;n
LGBy Diaerah/Provinsi KEEI]
Ly dal ' ZE0L000. AKA
Fasilitas/ Trsentif dan h:;ﬂlm Dokumen | oo o
m‘ﬂ““ Penawndn | g iliteslinsentil MAT
dan Kemuxlahan A
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Modal LA
PEMA
MAM
AN
MOD
AL
ANA
LI5
KEEIL]
Jurnlah AKA
Kesepakatan NIPE
Fatiltadi Kesnbiraan Em";’;h | . . ' . :"‘T
ﬁ”ﬂi:'ﬁ;“?’"ﬂ:;’: Besar Dokurnen g.nm.n Dokumen ;;.mn.n Diokuemen ﬁ.sm.n Dokumen gﬂassn.n Dakumen ;E.zns.u KELD
[PRAPMDN) LA
dengan UMER PEMA
di claerah AN
AN
MOD
AL
ANA
L1
_— ke
Rekomendasi kebijakan Eﬁ.‘“‘“’“' NIFE
fjakan sektor
seklor usaha yang o NAT
repulasing Yang 1 100000, 1 55.000.0 1 ], 500.0 1 6.550.0 1 732050 | A
dibarmoniss terkait rapibisiiva’ Dikurnen | 000 Dokumen | 00 Dipkumen | 00 Dokamen | 00 Dokumen | 00 KELD
Perizrinan Bennaha L LA
) berkadt Perizinan
Berbasis Resiko FEMA
B'“mf"‘hu‘ NAM
ettt & AN
MOD
AL
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Paolensd Investasi F0.000.0 J00u0m0. S0U0B0.0
Provins ol i o
PEMA
TA
KEELD
LA
pumiah NAM.
Tmurl_iarma F‘El? Dul.un}m Pela 1 3 AN
F‘udurm_[nmlam Polersd SO0 Dk 300000 Dikummen 5000000 MOD
Provinsd Trrvestasi o man an ALT
Provinsi BEAM
ATH
KOM
FLITE
54
PENA
TA
KELD
Jumlah B
PEMNA
Perturan MAM
Pemyusunan Rencana Diaerah [Perda) 1 AN
LUsrmam Pensanaman Rencana Umuem S0.000.0 Deikin s 2500000 h'[-ﬂ'D
Muodal Daerah Provinsi | Penanaman ol ) i) ALT
Modal Daerash
Provinsi AN
ATA
KOM
PLUTE
E
F‘Errrul:al_ihlmn t_la ::T:L::Emh :_imn
patens] investasi daerah | gy onakan KELD
pacla Sistem PIR penvitakhiray 3 Daerah 50.000.0 3 Derah S00000.0 LA
::'E”;:_:Ig“““‘“ s pokeiti o m PENA
Investasi NAKM




KELD

BNl Peninpkatan PENA
Jangkauan promosi 25,51% 1500000, 150.000.
penann modal Lirfe i yakg DD a0 HAM
Berinvestasi AN
MO
ALTP
TK
Penyelenggaraan
Promesi Penanaman
Muodal yang Menjadi 150,000, 150.000.
Kewenangan Daerah (L] L1
Provinsi
o o
Dudcurnen HUM
Terselenpggaranya Pemyelenggaraa
PrCmHES] penanaman 0 Promsasi m
mudal yang menjadi Penanaman 4 Dokumen LS0L000. 130,000, ATA
kewenangun daerah Modal vang oan 0
preoringl Meajad| e
Kenwenangan RIAM
Diaerah Provinsi




MNIFE
MAT

KELD

PEMA
MAM

MOD

PRAMN

Jumlah ATA
Dok Hasil FILEL
Pelaksanaan Kegiatan e ASP

Kaogiatan 1 - 1 1 1 1 1
Fromosi Penanaman | Dokumen 265,020, L1 S0.001. 150000, LS0.000. 150,000 150.000. | RAN
Micxlal Drerah Provin Promusi Diokumen Dakumen Dakumen oo Dadbournen o Diokumen 000 Dk wmen oo ATA

Pl Prosvimsi KM
AL PUTE

ANA
LIS
KEBI]
AKA
M/PE

Penyusuman Sdrategi ﬂf':m NAT

Fromosi Penanaman N -
rategi Proonosd | 4 Dok 23.508.0 1500000,

hoclal Kewenmangan " — Diokumen Dakuamen KELD

B Fenanaman oy (il

Fomdetl Madal Provinsi L
FEMA

MAM

AN

AL
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Persentase FEMA

Pelakn Usaha TA
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Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah
Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari
Inspektorat

PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.7/308/IRBAN 1/2025
TANGGAL : 8 OKTOBER 2025
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Kompieks Bumi Praja Anduonohu (0401) 3135361 Kendar 93232

Kendari, 8 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.7 /308 / IRBAN | / 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal - H_asil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2025

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara

di
Kendan

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menurut Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinena Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya
dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada
dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4
(empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal
sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan
SAKIP.
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Niai hasil penjumiahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk
menentukan tingkat akuntabilitas kinenja instansi yang bersangkutan. Hasil
evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dan 0 s.d, 100,
dengan kategorn sebagai berikut:

Kategor Nilai Angka

1 AA >90- 100 Sangat Memuaskan
2 A >80-90 Memuaskan

3 BB >70-80 Sangat Baik

4 B >60-70 Baik

5 cC > 50 -60 Cukup

6 Cc >30-50 Kurang

7 D 0-30 Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan nilai 70,05 dengan
predikat "BB".Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabiltas kinerja
dalam kategori “"Sangat Balk", yaitu terdapat gambaran bahwa akuntabilitas
kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit
kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki
sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berkut:

Nilai Akuntabilitas

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Kinerja
2023 2024

1 Perencanaan Kinerja 30,00 @ 25,57 21,30
2 Pengukuran Kinerja 3000 2047 | 18,60
3 Pelaporan Kinerja 1500 | 1240 | 1215
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 2500 @ 17,50 | 18,00
Nilai Hasil Evaluasi ' 7594 | 70,05
Tingkat akuntabilitas Kinerja | “BB” “BB"
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Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2024, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih,

\ ~ Nurcahya, S.P., M.Si.,, CGCAE.
"\ Pembina Tk. I, Gol IV/b
. 'NIP, 19740128 200212 2 006

Tembusan:
1. Gubemur Sutawesi Tenggara (sebagal laporan),
2 Sekretans Daerah Prov. Sulawesi Tenggara.
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A.

BAB |
PENDAHULUAN

Dasar Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

oleh APIP Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Surat Tugas Pit. Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/427/2024 Tanggal
11 Juli 2025 untuk Melakukan Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan

6. Surat Tugas PIt. Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/484/2024 Tanggal
31 Juli 2025 untuk Melakukan Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lanjutan).

Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan
sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan
pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan
SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh
umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus
menerus (continues improvement). Masing-masing unit kerja organisasi
secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau
kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.
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Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah
maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat
mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara
konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan
capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian
kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berenjang pencapaian-
pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran
Pemerintah Daerah.

Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah
sebagai berikut:

Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.

Menilai tingkat implementasi SAKIP

Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

O ON

Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras,

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinena,

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP;

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya.

Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan
metodologi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;

2. Wawancara, dan

3. Konfirmasi.
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Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Gubemur Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara didukung
oleh sumber daya manusia yang relatif cukup memadai. Jumlah tenaga
yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2025 adalah 49 orang
yang terdiri dari 1 pejabat tinggi Pratama, 5 pejabat administrator, 3 pejabat
pengawas, dan sisanya adalah staff yang menduduki jabatan fungsional dan
jabatan pelaksana.

Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara selama Tahun 2023 secara umum menunjukkan kinerja
yang sangat baik dan terarah dari segi perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal .Secara
umum, komponen keberadaan instrumen SAKIP telah terpenuhi dengan
cukup baik; kualitas dokumen menunjukkan konsistensi terhadap pedoman
yang berlaku, dan kebermanfaatan hasil evaluasi mulai dimanfaatkan dalam
perbaikan kinerja, terutama dalam peningkatan efektivitas pelayanan
perizinan dan promosi investasi di daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan
nilai sebesar 75,94 termaksud ke dalam Kategori BB, yang diinterpretasikan
Sangat Baik dalam pengelolaan kinerjanya.

108



Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Adapun tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya (2023) yaitu sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Menyusun indikator kinerja dalam jangka S tahun, melakukan review dan
evaluasi tahunan indikator kinerja;

Melakukan sesi konsultasi dengan pihak terkait, memastikan seluruh
Membuat peta hubungan kinerja antar bidang (pohon kerja/cascading,
rapat koordinasi secara rutin untuk memastikan keselarasan perencanaan
kinerja;

Menyusun format standar untuk dokumen RENSTRA dan IKU, melakukan
review berkala terhadap dokumen pendukung untuk memastkan
kelengkapan dan keakuratannya;

Memanfaatkan pengelolaan aplikasi manajemen kinera, melatih staf
mengenai penggunaan aplikasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara
akurat dan relevan;

Menyusun kebjjakan rolling pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja,
melakukan rolling pegawai sesuai kebijakan, menyelenggarakan rapat
tindakan perbaikan yang diambil; dan

Meminta reviu dari APIP secara berkala, menyusun laporan hasil reviu,
memastikan semua rekomendasi dan APIP ditindaklanjuti, menyimpan
dokumen reviu dan surat pemyataan di arsip yang mudah diakses.
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BAB Il
HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan nilai 70,05 dengan
predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas
kinera dalam kategori "Sangat Baik", yaitu terdapat gambaran bahwa
akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja
utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik
ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke eselon 3/koordinator.

Nilai tersebut juga mengindikasikan bahwa perangkat manajemen kinerja seperti
perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi telah berfungsi dengan
sangat baik, meskipun masih diperiukan penguatan komitmen, konsistensi, dan
Rincian hasi evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Kinerja
2023 2024

1 | Perencanaan Kinerja 30,00 2557 | 21,30
2  Pengukuran Kinerja 30,00 20,47 @ 18,60
3 | Pelaporan Kinerja 1500 1240 @ 12,15 |
4  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 2500 17,50 @ 18,00
Nilai Hasil Evaluasi 75,94 70,05
Tingkat akuntabilitas Kinerja ,_ ~“BB" | “BB”

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) yang memperoleh nilai
75,94 (predikat BB), Pada tahun 2024 terdapat penurunan nilai sebesar 5,89
poin. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan
kualitas pelaksanaan manajemen kinerja, khususnya pada aspek
perencanaan kinerja (turun dari 25,57 menjadi 21,30), aspek pengukuran
kinerja (dari 20,47 menjadi 18,60), pelaporan kinerja (dari 1240 menurun
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menjadi 12,15), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (dari 17,50
meningkat menjadi 18,00). Meskipun demikian, capaian predikat “BB" masih
menempatkan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada kategori
implementasi akuntabilitas kinerja yang sangat baik.

Secara keseluruhan, nilai 70,05 dengan predkat “BB" menunjukkan bahwa
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada fase penguatan kualitas
manajemen kinerja dan tata kelola akuntabliitas yang berkelanjutan. Untuk
mencapai kategori "A", diperiukan penguatan pada konsistensi indikator antar
dan kebjakan, serta peningkatan kapasitas evaluasi intemal berbasis teknologi
tingkat akuntabilitas yang sepenuhnya adaptif, efisien, dan berorientasi hasi pada
periode evaluasi berikutnya.

Adapun Rincian per komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja
sebagai berikut:

1 PERENCANAAN KINERJA 30,00 | 21,30 | 71,00%
1.2 | Dokumen Perencanaan kinerja tefah tersedia 6,00 6 100,00%
1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi 9,00 63 70,00%

standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil,
dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis,

serta memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting)
1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk 15,00 9 60,00%
mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2 | PENGUKURAN KINERJA 30,00 | 1860 | 62,00%
2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 42 70,00%
2b | Pengukuran Kinera telah menjadi kebutuhan dalam 9.00 54 60,00%

mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan
telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

2¢

Pengukuran Kinerja telah diadikan dasar dalam 15,00 9 60,00%
pembenan Reward dan Punishment, serta |
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang
efektif dan efisien

PELAPORAN KINERJA 1500 | 1215 | 81,00%

3a

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan 3.00 21 | 70,00%

3b

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar |
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,
informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta

upaya perbaikan/penyempurmnaannya .

Kinerja |
' 450 4,05 90.00%
|
|
|

3.c

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang | 7,50 6 80,00%
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2)

c)

e)

g)

h)

kinerja (komponen outcome dan output) dengan IKU dalam Renja;
Dokumen Crosscutting yang dibuat belum nampak menjelaskan
keterkaitan, hubungan, dan koordinasi kinerja antar berbagai bidang atau
fungsi dalam suatu organisasi atau program untuk mencapai tujuan yang
sama, kemudian insan/firisan lintas urusan atau lintas OPD yang saling
terkait dalam mencapai satu tujuan/sasaran juga belum nampak;

Masih terdapat substansi kegiatan diantara Dokumen DPA dan RENJA
yang belum selaras,

Pada dokumen Rencana Aksi, waktu dimulainya dan berakhimya
kegiatan dan lamanya waktu pelaksanaan masih periu dilogiskan untuk
mencapai Target Kinerja;

Pada dokumen Rencana Aksi khususnya pada item kegiatan
"Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi®, belum ada
rencana pelaksanaan dan ketersediaan laporan monitoringnya,
Laporan Kinerja (LKJIP) belum dilakukan evaluasi intemal atau reviu oleh
inspektorat daerah; dan

Belum terdapat ihtisar saran/rekomendasi teknis dan hasi
evaluasireviu terhadap dokumen RENSTRA, RKT, PERJANJIAN
KINERJA, dan RENCANA AKSI.

Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara pada umumnya telah melaksanakan pengukuran kinerja sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan hasil pengukuran telah dimanfaatkan
untuk pencapaian kinerja pada tahun berkutnya, namun masih terdapat hal-
hal yang periu menjadi perhatian yaitu:

a)

b)

c)

Belum terdapat pedoman intemal tentang pengukuran dan pengumpuian
data kinena,

Belum terdapat sistamatika pedoman teknis pengukuran kinerna dan
pengumpulan data kinera minimal memuat, Dasar, tujuan, manfaat,
Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawabnya,
serta jadwal monev.

Belum terdapat pedoman intemal tentang pengukuran dan pengumpulan

1
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Nilai

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Akuntabilitas
Kinerja

besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam
mencapai kinerja berikutnya ‘

4  EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 2500 | 18,00 | 72,00%

INTERNAL

4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 5,00 4 | 80,00%
dilaksanakan

4b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 7,50 525 70,00%
dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber
Daya yang memadal

| 4c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena 12,50 8,75 70.00%
evaluasi Akuntabilitas Kinera Internal sehingga ‘
memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
efektifitas dan efisiensi Kine

Nilai Akuntabilitas ch, rja

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara pada umunya telah melaksanakan perencanaan kinerja
dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat
hal-hal yang periu menjadi perhatian yaitu:

a) Dokumen perencanaan kinerja belum maksimal memenuhi standar
ukuran kinena yang Specific (Spesifik), Measurable (Terukur),
Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), dan Time-bound
(Berbatas Waktu) khususnya pada kritena Time Bound, Dokumen
perencanaan kinera belum terjadwal secara detail batas waktu realisasi
program;

b) Dokumen Pohon Kinerja/Cascading belum tertera level jabatan, belum
menggambarkan Cntical Success Factor (CSF), belum menjabarkan
keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi terutama IKU ke 2
(Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemda)
dan IKU Ke 3 (Meningkatnya kualitas pelayanan Publik PTSP), belum
konsisten dengan IKU yang tertera di Renja, belum selarasnya indikator
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2)

c)

e)

g)

h)

kinerja (komponen outcome dan output) dengan IKU dalam Renja;
Dokumen Crossculting yang dibuat belum nampak menjelaskan
fungsi dalam suatu organisasi atau program untuk mencapai tujuan yang
sama, kemudian irsanfirisan lintas urusan atau lintas OPD yang saling
terkait dalam mencapai satu tujuan/sasaran juga belum nampak;

Masih terdapat substansi kegiatan diantara Dokumen DPA dan RENJA
yang belum selaras;

Pada dokumen Rencana Aksi, waktu dimulainya dan berakhimya
kegiatan dan lamanya waktu pelaksanaan masih periu dilogiskan untuk
mencapai Target Kinena;

Pada dokumen Rencana Aksi khususnya pada item kegiatan
“Teraksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi®, belum ada
rencana pelaksanaan dan ketersediaan laporan monitoringnya,
Laporan Kinerja (LKJIP) belum dilakukan evaluasi internal atau reviu oleh
inspektorat daerah; dan

Belum terdapat ihtisar saran/rekomendasi teknis dari hasi
evaluasireviu terhadap dokumen RENSTRA, RKT, PERJANJIAN
KINERJA, dan RENCANA AKSI.

Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara pada umumnya telah melaksanakan pengukuran kinera sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan hasil pengukuran telah dimanfaatkan
untuk pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, namun masih terdapat hal-
hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

a)

b)

c)

Belum terdapat pedoman intemal tentang pengukuran dan pengumpulan
data kinerja;

Belum terdapat sistamatika pedoman teknis pengukuran kinera dan
pengumpulan data kinerja minimal memuat, Dasar, tujuan, manfaat,
Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawabnya,
serta jadwal monev.

Belum terdapat pedoman intemal tentang pengukuran dan pengumpulan

1
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3)

d)

e)

g)

h)

D)

)

k)

data kinerja yang telah final dan formal berupa SK/SE

Formula pengukuran/perhitungan capaian kinerja sasaran atau indikator
kinerja utama (IKU) belum & tidak dijelaskan di LAKIP LKJIP

Pada formula pengukuran/perhitungan kinerja terhadap IKU (Nia/
relevan untuk mengukur pertumbuhan investasi antar tahun, bukan nilai
absolut investasi. Jka indikator utamanya adalah “nilai realisasi” (jumiah
investasi dalam rupiah), seharusnya yang dipakai adalah angka total
investasi, bukan pertumbuhan persentase;

Target & realisasi Sasaran/indikator pertriwuian tidak dijelaskan pada
LKJIP;

Pada dokumen monitoring RENCANA Aksi masih terdapat substansi
kegiatan yang ftidak singkron dengan laporan realisasi di LKJIP,
kemudian beberapa item kegiatan triwulan terdapat target namun ada
realisasinya,

Belum tersedia media pemantauan secara khusus yang mengukur,
memantau capaian Kinerja /Key Performance Indikator (KP1) individu
Pejabat Administrator dan Pengawas DPMPTSP pertriwulan,

Belum terdapat metode pengumpulan data kinerja yang menggunakan
teknologi informasi yang sifatnya aplikasi khusus,

Dokumen Renja-Perubahan belum menjelaskan perubahan strategi -
strategi dan kebjjakan dalam mencapai kinerja; dan

Pengukuran kinerja masih belum optimal dijadikan dasar dalam
pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam

Pelaporan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara pada umumnya telah melaksanakan pelaporan kinena
seperti yang telah dimuat dalam Laporan kinerja sesuai dengan peraturan
pada tahun berikutnya, namun masih terdapat hal-hal yang periu menjadi
perhatian yaitu:
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4)

a)

o)

<)

Dokumen Laporan Kinera (LKJIP) belum direviu, belum terdapat
dokumen bukti LK|IP telah di reviu APIP Inspektorat,

informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama
pimpinan, tidak terdapat bukti dukung/ media atensi pimpinan baik dalam
bentuk nota dinas, notulen rapat dan dokumen relevan lainnya yang
perbaikan kinerja (Evaluasi mandin) dalam LAKIP,

LKJ per triwulan tersedia, namun tidak menjelaskan hasi evaluasi dan
strategi perbaikan serta penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinena
bernkutnya;

LKJ per triwulan tersedia, namun belum terdapat bukti digunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja berikutnya,
dan

informasi dalam laporan kinerjfa belum optimal digunakan dalam
berikutnya.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara pada umumnya telah melaksanakan Evaluasi
Akuntabiiitas Kinena Intemal dan telah melaksanakan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi kinerja, namun masih terdapat hal-hal yang periu
menjadi perhatian yaitu:

a)

b)

c)

Telah dilakukan evaluas: AKIP (Mandin) intemal namun belum optimal
dilaksanakan pada seluruh komponen (Tingkat Administrator/Eseion IlI
dan Pengawas/Eseion V) Unit Kerja/Satuan Kerja DPMPTSP;

LHE mandii AKIP Masih kurang lengkap utamanya terkait
(1) Rancangan Desain Evaluasi ; (2) Pemilihan Metode dan Teknik
evaluasi; (3) Pemilihan Instrumen dan Alat;

Belum tersedia Aplikasi khsus untuk pengumpulan dan penglasifikasian
data internal & eksternal untuk keperiuan evaiuasi AKIP,;
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B.

d) Matriks laporan hasil tindak lanjut evaluasi AKIP 2023 yang dilaksanakan
di tahun 2024 periu di dukung evidence based, serta menjelaskan output
hasil perbalkan terhadap indikator kinerja utama yang terpangaruh.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan

1) Memperhatikan catatan implementasi akuntabilitas kinerja pada seiuruh
komponen penilaian baik pada tahun berjalan dan melanjutkan perbaikan
tahun sebelumnya untuk meningkatkan perbaikan manajemen kinerna di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,

2) Menyempumakan cascading agar dapat secara spesifik menggambarkan
pola crosscutting atau kolaborasi kinerja antar bidang untuk mewujudkan
kinerja organisasi;

3) Memastikan bahwa rumusan kinerja telah selaras menjawab isu strategis
dan mandat unit kerja;

4) Melakukan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan
memastikan bahwa dokumen perencanaan level PD seluruhnya telah
telah selaras dan terjaga ketepatan level pengampu kineranya;

5) Memastikan bahwa dokumen IKU Pemda dan PD mengawal kinerja utama,
serta telah menyajikan rumus perhitungan, sumber data dan penanggung
jawab data. Kemudian memastkan bahwa rumus perhitungan yang
tercantum di dalam dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatomya,
sehingga data kinerja yang dihasikan andal dan benar-benar dapat
menggambarkan ketercapaian sasaran/kinera,

68) Menyempumakan mekanisme pengukuran kinena berkala agar
menghasilkan informasi yang memadai terkait capaian kinerja level strategis
dan level individu,

7) Menyempumakan kualitas pelaporan kinerja pada level Pemda dan PD
dengan kedalaman informasi yang memadai. Selain itu, agar memastikan
bahwa kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja sudah selaras
dengan PK dan mengacu pada tata cara penyampaian kinerja pada
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Peraturan Menteri PANRBNo. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja & Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Selain itu kami juga memberikan rekomendasi teknis dalam menjawab hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

a)

b)

<)

d)

e)

9)

h)

Susun timeframe terperinci pada dokumen perencanaan (RENSTRA,
RKT, Rencana Aksi) dengan milestone bulanantriwulan, sehingga batas
waktu pencapaian target lebih terukur.

Perbaiki pohon kinerja/cashcading dengan mencantumkan level jabatan,
menambahkan critical success factor (CSF), serta memastikan
konsistensi IKU di RENSTRA, Renja, dan Rencana Aksi.

Crosscutting belum jefas, Integrasikan dokumen crosscutting dengan
memetakan irisan kinefrja antar bidang/OPD menggunakan matriks lintas
urusan, sehingga sinergi pencapaian sasaran dapat terbaca.

Bentuk tm hammonisasi perencanaan untuk melakukan review
sinkronisasi DPA-Renja sebelum penetapan final.

Rencana Aksi belum logis waktunya, Lakukan critical path analysis agar
durasi kegiatan lebih realistis dengan target kinerja tahunan.

item kegiatan peta potensi investasi belum jelas, Tambahkan rencana
pelaksanaan detail (timefine, penanggung jawab, output) dan pastikan
LKJIP belum direviu Inspektorat, Tetapkan mekanisme reviu wajib oleh
APIP minimal sekali setahun dengan surat pernyataan atau berita acara
hasil reviu.

Tambahkan lampiran khusus yang merangkum rekomendasi teknis dar
hasil evaluasi/reviu masing-masing dokumen RENSTRA, RKT, Rencana
Aksi dan Perjanjian Kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

a)

Belum ada pedoman pengukuran kinefa internal formal , Segera susun
SK Kepala Dinas tentang pedoman pengukuran & pengumpulan data
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b)

d)

e)

g)

h)

kinerja yang memuat dasar, tujuan, proses bisnis, indikator, mekanisme
monitoring, serta jadwal evaluasi;

absolut investasi (rupiah), bukan persentase pertumbuhan. Gunakan
persentase hanya untuk indikator turunan;

Tambahkan tabel target dan realisasi capaian per triwulan di LKJIP agar
monitoring lebih akurat;

Terapkan aplikasi monitoring berbasis dashboard yang terhubung ke
laporan realisasi sehingga tidak terjadi inkonsistensi;

Buat instrumen key performance indicator (KPI) per pejabat administrator
& pengawas dengan pemantauan per triwulan;

Belum ada aplikasi Tl khusus , Kembangkan aplikasi sederhana (misal
berbasis excel-database atau web internal) untuk pengumpulan data
kinerja secara otomatis;

Renja-Perubahan belum menjelaskan strategi, Tambahkan bab khusus
analisis strategi pada dokumen Renja-Perubahan yang menjelaskan
pergeseran kebijakan/program dan anggaran; dan

Integrasikan capaian kinerja individu dan unit kerja sebagai dasar
pemberian insentif, promosi, atau pembinaan.

3) Pelaporan Kinerja

a)

b)

c)

d)

LKJIP belum direviu Inspektorat, Tetapkan SOP harus reviu LKJIP oleh
Inspektorat sebelum penyampaian ke KemenPAN-RB;

Tidak ada bukti atensi pimpinan , Buat mekanisme disposisi formal (nota
dinas atau berita acara rapat pimpinan) sebagai bukti tindak lanjut atas
laporan kinefja;

LKJ triwulan belum jelaskan strategi perbaikan & penggunaan anggaran,
Tambahkan analisis capaian, kendala, strategi korektif, dan implikasi
anggaran pada setiap LKJ triwulan; dan

Laporan belum dipakai untuk perencanaan berkutnya, Wajibkan
integrasi rekomendasi LKJIP ke penyusunan RENJA tahun berikutnya
melalui matriks lesson leamed.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
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' BAB Iii
- PENUTUP

Demikian disampalkan Hasil Evaluasi AKIP sebagai hasil atas penerapan
manajemen Kkinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam
mplementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Terhadap hasil evaluasi yang
telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran
‘memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara dan menindakianjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

2\ Intan fu , SP.M.Si., CGCAE.
N 4v:m |..GO‘. Nlb
“NIP 18740128 200212 2 006
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Lampiran: KKE Rekapan

1 PERENCANAAN KINERJA 30,00 21,3
1.2 Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 | AA 6
Kriteria Keberadaan: |
1 | Terdapat pedoman teknis perencanaan 100,00
kinerja
2 Temapat dokumen perencanaan kinerja 100,00
jangka panjang. - ]
3 | Terdapat dokumen perencanaan kinera 100,00
jangka menengah. B
4 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja 100,00
.| jangka pendek. .
' 5 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas 100,00
f yang mendukung kinerja
6 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran 100,00
yang mendukung kinerja.
|
I
1.b  Dokumen Perencanaan Kinerja telah | 9,00 f”.'T 6,3
memenuhi standar yang baik, yaitu untuk "l
mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang i
SMART, menggunakan penyelarasan i
(cascading) disetiap level secara logis, serta SR
memperhatikan  kinerja  bidang  lain Fele
(crosscutting) SSRYE !
Kriteria Kualitas: B
1 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah 100,00
diformalkan.
2 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah 100,00
dipublikasikan tepat waktu. ‘
3 | Dokumen Perencanaan Kinenja telah 100,00 |
menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja
| “sebenarnya yang periu dicapaf. o i
4 | Kualtas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) 100,00
telah jelas menggambarkan kondisi kinerja
yang akan dicapai. |
Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah 80,00
memenuhi kriteria SMART )
Indikator  Kinerja Utama (IKU) telah 100,00
menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang
harus dicapal, tertuang secara berkelanjutan
(sustainable - tidak sering diganti dalam 1
periode Perencanaan Strategis). -
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan 100,00
Kinerja dapat dicapai (achievable),
menantang, dan realistis ’
19
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66,67

bahkan antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang
berkaitan (Crosscutting).

66,67

10

Seliap unit/satuan kerja merumuskan dan
menetapkan Perencanaan Kinerja.

"

Setiap pegawai merumuskan dan
menetapkan Perencanaan Kinerja.

100,00

1c

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan

15,00

Kriteria Pemanfaatan:

1

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu
pada Kinerja yang ingin dicapai.

100,00

2

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung

100,00

| 3

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan

Kinerja telah dicapai dengan bak, atau
setidaknya masih on the right track.

63,00

Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis
karena capaian kinerja selalu dipantau secara
berkala.

Terdapat perbaikan/penyempurnaan
Dokumen Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja
sebelumnya.

Terdapat perbaikan/penyempurmnaan
Dokumen Perencanaan Kinerja dalam
mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

Setiap uniUsatuan kerja memahami dan
peduli, serta berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan.

100,00

Setiap Pegawal memahami dan peduli, serta

berkomitmen dalam mencapal kinerja yang
telah direncanakan.

2.a

Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Kriteria Keberadaan:

1

Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja
dan pengumpulan data kinerja,

50,00

18,6

42

2

Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas
kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

100,00
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-4

erdapat mekanisme yang jelas terhadap
pulan data kinerja yang dapat
n,

£

100,00

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan
dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan

Kriteria Kualitas:

1

Pimpinan selalu tenbat sebagai pengambil
keputusan (Decision Maker) dalam mengukur
capaian kinerja.

54

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan
untuk mengukur capaian kinerfla yang
diharapkan.

66.67

Data kinerja yang dikumpulkan telah
mendukung capaian kinerja yang diharapkan

41.67

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara
berkala.

66.07

Setiap  level organisasi melakukan

pemantauan atas pengukuran capaian kinerja
unit dibawahnya secara berjenjang.

66.67

Pengukuran capaan kinera telah
memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

2.¢

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar
dalam pemberian Reward dan Punishment,

15,00

dalam penyesuaian
(pembenan/pengurangan) tunjangan
kinerja/

75.00

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar
dalam penempatan/penghapusan Jabatan
baik struktural maupun fungsional.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Strategi dalam mencapai
kinerja.

Pengukuran kinena telah mempengaruhi
penyesuaian Kebijakan dalam mencapai
kinerja.

100.00

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Aktivitas dalam mencapai
kinerja.

100.00
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7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Anggaran dalam mencapal

100.00

8 Tmpuommspommunmm 100.00
dalam mencapai kinerja.
9 | Setiap unitsatuan kerna memahami dan 64.29
peduli atas hasil pengukuran kinerja.
10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas 0.00
hasil pengukuran kinerja.
3 | PELAPORAN KINERJA 15,00 12,15
3.a  Terdapat Dokumen Laporan yang | 3,00 21
menggambarkan Kinerja
Kriteria Keberadaan:
1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. 100.00
2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun 100.00
secara berkala.
3 | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. 100.00
4 | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. 0.00
5 | Dokumen Laporan Kinerja telah 100.00
dipublikasikan.
6 | Dokumen Laporan Kinenja telah disampaikan 100.00

tepat waktu.

3b

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi

Standar menggambarkan Kualitas atas

Pencapaian Kinerja, informasi

keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
nnya

Kriteria Kualitas:

1 | Dokumen Laporan Kinena disusun secara
berkualitas sesuai dengan standar.

2 | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap

3 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
mmmmmmm
nan.

4 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
pe!bandm ingan realisasi kinerja dengan target
ja

menengah.
5 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

6 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi
kineja di level nasionalinternasional
(Benchmark Kinerja).

100,00
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7 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
kualitas atas capaian kinerja beserta upaya
nyata dan/atau hambatannya.

100,00

8 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
efisiensi atas penggunaan sumber daya
dalam mencapai kinerja.

100,00

9 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja
ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

100,00

3.c

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak
yang besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja

7,50

100.00

78.13

3 lnfomuidalamlamnkhedaborﬁatebh
digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja.

100.00

4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah
digunakan dalam penyesuaian penggunaan

100.00

anggaran untuk mencapai kinerja

100.00

6 | Informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencanaan
kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

100.00

7 |Informasi dalam laporan kineria selalu
mempengaruhi perubahan budaya kinerja
otmnbau.

73.42

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL

4.a

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan

Kriteria Keberadaan:

1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal.

18

2 | Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal telah
dilaksanakan pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah

75.00

3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinera Interal teiah
dilaksanakan secara berjenjang.

100.00

125

23



4b

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan secara berkualitas dengan
Sumber Daya yang memadal

7,50

Kriteria Kualitas:

1

Evaluasi Akuntabllitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan sesuai standar.

100,00

2

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemnal telah
dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

100,00

3

Evaluasi Akuntabilitas Kinena Internal telah
dlakumkan dengan pendalaman yang

100,00

Evaluul Akunubunas Kinerja Internal telah
da_ksandtan pada seluruh unit

100,00

Evaluasi Akuntabilitas Kineda Internal telah
dilaksanakan menggunakan Teknologi
Informasi (Aplikasi).

100,00

4.c

Implementasi SAKIP telah meningkat karena
evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Internal

sehingga
(dampak) dalam efektifitas dan efisiensi
Kinerja

memberikan kesan yang nyata

12,50

Kriteria Pemanfaatan:

1

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi
akuntabiitas kinerja internal telah
sitindaklaniuti.

100.00

8,75

Telah tenadi peningkatan implementasi
SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut
atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas
Kinerja internal.

73.28

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan
peningkatan akuntabiltas kinerja.

100.00

Hasil dari Evaluasi Akuntabiitas Kinenja
Internal tetah dimanfaatkan dalam
mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

85.71

Telah tenadi perbaikan dan peningkatan
kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi

akuntablitas kinerja internal.

57.14
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Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada)

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada).

MATRIKS LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP 2024 YANG DILAKSANAKAN DI TAHUN 2025

mewujudkan kinerja
organisasi;

kontribusi lintas bidang
melalui penyusunan matriks
crosscutting yang
menggambarkan kolaborasi
kinerja antar unit organisasi
dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan
organisasi secara terpadu.

Terpadu Satu
Pintu Prov.
Sultra

Terpadu Satu
Pintu Prov.
Sultra

N0 REKOMENDASI RENCANA AKSUTINDAK LANJUT TARGET Pm‘tt:‘lf:: AAN PE"':;:._':;"'“' ‘;,1;"‘.‘3;"';”):‘1’1";_:
1. Memperhatikan catatan Melaksanakan identifikasi, Seluruh unit Triwulan Sekretariat Selesai
implementas: akuntabilitas inventarisasi, dan pemetaan | kerja Dinas 1.2.3 dan 4 Dinas
kinerja pada seluruh komponen | terhadap seluruh catatan Penanaman Penanaman
penilaian baik pada tahun hasil evaluasi implementasi | Modal dan Modal dan
berjalan dan melanjutkan akuntabilitas kinerja pada Pelayanan Pelayvanan
perbaikan tahun sebelumnya setiap komponen penilaian Terpadu Satu Terpadu Satu
untuk meningkatkan perbaikan | SAKIP, serta menyusun Pintu Prov. Pintu Prov,
manajemen kinerja di langkah perbaikan Sultra Sultra
lingkungan Pemerintah manajemen kinerja secara
Provinsi Sulawesi Tenggara: sistematis dan berkelanjutan
melalui mekanisme
monitoring dan evaluasi
berkala guna memastikan
peningkatan kualitas tata
kelola kinernja di lingkungan
Pemerintah Daerah.
2. Menyempumakan cascading Melakukan penyempumaan | Seluruh unit Triwulan Sekretariat Selesai
agar dapat secara spesifik pohon kinerja dan cascading | kerja Dinas 1.2.3 dan 4 Dvinas
menggambarkan pola kinerja dengan memperjelas | Penanaman Penanaman
crosscutting atau kolaborasi keterkaitan sasaran strategis, | Modal dan Modal dan
kinerja antar bidang untuk indikator kinerja, serta Pelayanan Pelayanan
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Memastikan bahwa rumusan Melaksanakan reviu Seluruh unit Triwulan Sekretariat Selesai
kinerja telah selaras menjawab | komprehensif terhadap kerja Dinas 1,2,3 dan 4 Dinas
isu sirategis rumusan sasaran dan Penanaman Penanaman
dan mandat unit kerja indikator kinerja agar Modal dan Maodal dan
selaras dengan isu strategis | Pelayanan Pelayanan
daerah, mandat organisasi, | Terpadu Satu Terpadu Satu
serta arah kebijakan Pintu Prov. Pintu Prov.
pembangunan, disertai Sultra Sultra
proses validasi melalui
forum internal guna
memastikan relevansi,
keterukuran, dan orientasi
hasil {outcome).
Melakukan reviu dan Melakukan harmonisasi dan | Seluruh unit Triwulan Sekretariat Selesai
perbaikan kualitas dokumen sinkronisasi dokumen kerja Dinas 1.2.3 dan 4 Dinas
perencanaan dengan perencanaan kinerja Penanaman Penanaman
memastikan babwa dokumen meliputi Renstra, IKLI, Modal dan Modal dan
perencanaan level PD RET, dan Perjanjian Kinetja | Pelayanan Pelayanan
seluruhnya telah selaras, vaitu | dengan memastikan Terpadu Satu Terpadu Satu
kinerja dan indikator kinerja konsistensi sasaran, Pintu Prov. Pintu Prov.
pada Renstra, [KU, RKT dan indikator, target, serta Sultra Sultra
PK telah selaras dan terjaga kesesuaian level pengampu
ketepatan level pengampu kinerja, melalui mekanisme
kinerjanya; reviu internal dan
pengendalian kualitas
dokumen secara berjenjang.
Memastikan bahwa dokumen Melakukan penvempurnaan | Seluruh unit Triwulan Sekretariat Selesai
IKLJ Pemda dan PD mengawal | dokumen Indikator Kinerja | kerja Dinas 1,23 dan 4 Dinas
kinerja utama, serta telah Utama dengan melengkapi Penanaman Penanaman
menyajikan rumus rumus perhitungan, definisi | Modal dan Maodal dan
perhitungan, sumber data dan operasional, sumber data, Pelayanan Pelayanan

penangeunge jawab data.

serta penanggung jawab

Terpadu Satu

Terpadu Satu

128




Kemudian memastikan bahwa | pengelolaan data kinerja, Pintu Prov. Pintu Prov.
rumus perhitungan yang serta memastikan Sulira Sultra
tercantum di dalam dokumen kesesuaian formula dengan
IKJ sesuai dengan substansi substansi indikator guna
indikatornya, sehingga data menghasilkan data kinerja
kinerja yvang dihasilkan andal vang valid, andal, dan
dan benar-benar dapat akuntabel.
menggambarkan ketercapaian
sasaran/kinerja
Menyempumakan mekanisme | Menyusun dan menetapkan | Seluruh unit Triwulan Sekretariat Selesai
pengukuran kinerja berkala pedoman pengukuran kerja Dinas 1,2,3 dan 4 Dinas
agar menghasilkan informasi kinerja internal vang Penanaman Penanaman
yang memadai terkait capaian | mengatur proses Modal dan Modal dan
kinerja level strategis dan level | pengumpulan data, Pelayanan Pelayanan
individu; mekanisme verifikasi, Terpadu Satu Terpadu Satu
jadwal monitoring berkala, | Pintu Prov. Pintu Prov.
serta integrasi capaian Sulira Sultra
kinerja level strategis dan
individu sebagai dasar
pengambilan keputusan
manajerial
Menyempurnakan kualitas Meningkatkan kualitas Seluruh unit Triwulan Sekretariat Selesai
pelaporan kinerja pada level penyusunan laporan kinerja | kerja Dinas 1,2,3 dan 4 Dinas
Pemda dan PD dengan pada level Pemerintah Penanaman Penanaman
kedalaman informasi yang Daerah dan Perangkat Modal dan Modal dan
memadai. Selain itu, agar Daerah dengan Pelayanan Pelayanan
memastikan bahwa kinerja memperdalam analisis Terpadu Satu Terpadu Satu
yang disampaikan dalam capaian, efisiensi Pintu Prov. Pintu Prov.
laporan kinerja sudah selaras penggunaan sumber daya, Sulira Sultra

dengan PK dan mengacu pada
tata cara penyampaian kinerja
pada

kendala pelaksanaan, serta
strategi perbaikan kinerja,
serta memastikan
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Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)

——— T T e

JUARA III SATU DATA AWARD TAHUN 2025
KATEGORI
”KULITAS DATA PERANGKAT DAERAH”
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KOMIS! INFORMAS! SULAWES! TENGEARA

I P
A (ARl

SULAWESI TENGGARA 2025
Kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah
IAMAN MODALD

DU SATU PINTU PROV. SULT

Sebagai Badan Publik

JU INFORMZ

Kendari, 16 Desember 2025
Ketua Komisi Infornasi Provinsi Sulawesi Tenggara

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
SULAWESI TENGGARA 2025
KATEGORI BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROV. SULTRA
SEBAGAI BADAN PUBLIK
“MENUJU INFORMATIF”
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
~ REPUBLIKINDONESIA
EKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

SE RTI’FI’KA -

SERTIFIKAT
NOMOR N800.1.12.8/E.114/BAK
KEPADA DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGGARA (209095)
DENGAN INDIKATOR KINERJA [PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
TAHUN ANGGARAN 2024 SATUAN KERJA DEKONSENTRASI
»TERBAIK KEEMPAT (97,98)”
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